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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)
Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
! - alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
— ba b Be
E o ta t Te
S tsa 5. es (dengan titik di bawah)
- jim i Je
& ha h. ha (dengan titik di bawah)
& kha kh ka dan ha
£ dal d De
3 dzal 2 zet (dengan titik di atas)
2 ra r Er
J zai Z Zet
- sin 5 Es
[ F syin sy es dan ye
= shad 5 es (dengan titik di bawah)
= dhad d de (dengan titik di bawah)
B tha L te (dengan titik di bawah)
= dha z zet (dengan titik di bawah)
! ¢ *ain TR koma terbalik di atas
a gain g ge
— fa f Ef
3 qaf q Ki
& kaf k Ka
d lam 1 El
2 mim m Em
0 - nun n En
i ) wau W We
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! 2 ha H Ha
'I ¢ hamzah = Apostrof
G ya yal Ye
2. Vokal
a. Vokal Tunggal (monafiong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A a
| =
| - Kasrah I i
; [Jammah U u
S diwlis kataba S ditulis zukira
SAY ditulis yazhabu
b. Vokal rangkap (difiong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
s Fathah dan ya ai adani
W fathah dan wawu au adanu
wiaS  diulis kaife
Jst  diwlis haula
3. Maddah
Tanda dan Huruf Nama Gabuingan Nama
huruf
e iage fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
Bz kasrab dan ya i i dan garis di atas
5. dammah dan wawu U u dan garis di atas
J2  ditlis gdla J ditulis gila
wy  ditulis ramd Jo&  ditulis yagilu




4. Ta’ marbathal di akhir kata
Transliterasi untuk ta” marbthah ady dug
4. Ta’ muwrblthah hidup ditulis ¢/,

b. Ta’ marbithah mati ditulis /h/.

- -

Al diwlis gabidah

e

Kalou pada suatu kata yang akhir katanya ta" marbuthah diikuti oleh kata
vang menpgunakan kata sandang al, serta bacaun kedua kawa it terpisah

malka ta’ marbuthah ity ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
dalo ditulis Tedhuh
L’G:‘M ditulis eed- ¥ ahicd

5. Syaddah (sydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan hural yang dibesd

tanda syaddaly 1,

u':u diuthis rabband
il ditalis af-birr

6. Kata Sandung
4. Kaw sandang yang diikuli oleh hurul syamsivah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huraf /1 digant dengan burul yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu,
b. Kuta sundung yang ditkuti oleh hurul qamariyaly ditransliterasikan sesuai

dengan aruran yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinyi,

|




Baik diikuti huruf syamsiyah maupun hueul camariyah, Rat sandang

ditulis terpisah dari kaua yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

-Contoh:
A ditlis al-galamu
L ditulis as-Salanmu
Penulisan Kata-kaia
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisun kata ini dengan dirangkaikan,

C:J.'!_i.:"l:l)“,}.&i&@-l @39 ditlis ia innailaha lalowa khairurerdzigin
. Huruf Kapital

Penggunaan huraf kapital seperti apa vang berlaku dalam EYD,

Singkatan-singkatan

Swit s Subhdnahu Wa Ta'dla

Saw s Shallallahu Alaihi Weo Sallam

No, : Nomer

QS : Qur'an surat

Kt D lnpa tahun

hlm. : halaman

t.p :lanpa penerbit b
Xt
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalab

Allah SWT sebagai pembuat hukum telah menciptakan aturan-aturan
vang diberlakukan untuk manusia guna menciptakan serta mengendalikan
kehidupan manusia yang tertib, terkendali dan tereapuinya kemaslahatan bagi
manusia, Hukum-hukum atau aturan-aturan yang diperuntukkan bagi manusia
ada kalanya hanya berkaitan dengan hukum vang menyangkut orang perorang
(hukum perdata) dan ada kalanya menyvangkut kepentingan orang banvak (hukum
pidana).’ Untwk dapat erlaksananva hukum-hukum tersebut, maka Allah SWT
juga memberikan  hukuman-hukuman  scbagur ancaman  atau balasan  bagi
seseorany vang melanggar aturan-aturan hukum, dalam arti melakukan kejahatan
atau tindak pidana,

Kejahatan atau tindak pidana menurut Islam didefinisikan sebagai
larangan-larangan hukum vang dibentkan oleh Allah Swi, yang pelabggarannya
membawa  hukuman  yang  ditentukan’  Larangan  Hukuman berard  tidak
melakukan  perbuatan  vang diiamng atau  melakukan  perbuatan  yang
diperintahkan. Dengan demikian, suatu kepahatan adalah perbuatan yang dilarang

oleh syere ar.

—

VAL Djazuli, Frgit Jinaval Upaya Menanggdangar Kegahatan Dalam Islon (Jakarta: Raja
Crafindo Persada, 1997), him. V. .

* Topo Santuso, Membugriken Hiskim Plelaner istem; Pevegakar Sy 'ar Dalam Wacana
o Agenda, (Jakarta, Gema Insani, 2003 )him, 20,




Salah satu tindak pidana vang dilarang baik oleh hukum Islam maupun
hukum positil adalah tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Islam
memasukan jenis pidana pembunuhan ke dalam jenis pidana ¢isy-diyyet, vakni
tindak pidana yang sanksi hukumannya diberikan kepada si pelaku seperti apa
vang dilakukan terhadap si korban dan jenis pidana yang sanksi hukumannya
diberikan kepada si pelaku berupa pembayaran ganti kerugian. Jenis hukuman ini

telah ditetapkan dalam firman Allah SWT :

43 -4

42 -, - a v & 4. s P "‘—;n_u o L
O3VL 03WVy CaiVL TRV Rl SO eatl Ceadtl O T oglde UST
oo LA AN ol T

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (atiaurat) bahwasanya

Jivwa fdibalus) dengan fiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengen telmga, gigi dengan g, dan fika-lukapun ade gisasnva.. . (Al-
Maidah® 45)."

Ketentuan tentang dilarangnya pembunuhan dalam hukum positif dapat
terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaiman tersebut dalam
pasal 338 yang berbunyi:

“Barang siapue  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang, karena
pembumihan biasa, dipidana dengan pidang penjara selama-tamanya lima belas
rahm ™’

Pasal ini dengan tegas melarang tindak pembunuhan, sedang yang
dimaksud pembunuhan dalam pasal ini adalah pembunuhan yang disengaja dan
dilakukan dengan seketika tanpa adanya niat dan rencana terlebih dahulu dan

pelaku. Scorang yang melanggar pasal ini akan dikenai hukuman penjara selama

lima belas tahun,

' Depag RI, A! Qur ‘'an dan Terjermalnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), him, 215,
*R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasaniya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm, 357,




Apabila kematiannya korban tidak dimaksud (disengaja) tidak masuk
dalam Pasal ini (338 KUHP), tetapi Pasal 359 KUHP (karena salahnya
menyebabkan matinya orang lain), suatu delik Culpa, dimana perbuatan kurang
hati-hati diancam hukuman, atau mungkin dapat dikenakan Pasal 351 ayat 3
KUHP (penganiyaan biasa yang berakibat matinya orang lain), atau Pasal 333
aval 3 KUHP {penganiyaan biasa dengan Jirencanakan lebih dahulu berakibat
matinya orang lain, atau Pasal 354 avat 2 KUHP (penganiayaan berat dengan
direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain].s

Dalam  hukum  Islam, meskipun  suatu  perbuatan  tindak pidana
pembunuhan telah dilakukan oleh sescorang dan telah terbuku atas kejahatan
vang diperbuatnya, namun hukuman giydy vang seharunya dijatuhkan kzpada
pelaku  pidana tersebut, dapat dialihkan dengan  hukuman vyang lain®
Adapun scbab yang mengakibatkan hapusnva hukuman giséay dalam hukum
Islam, ada empat magam, yaitu:

I. Menmnggalnya si pelaku pembunuhan

2. Adanya pengampunan
3. Adanya perdamaian
4. Qisdy yang diwariskan.’

R Soesilo, Pokok-Fokok Hikwm Pidana Peraturan Unsnon dan Delik-delit Khusus,
(Bandunp Karva Nusantara, 1984), hlm, 149

" Ahmad Wardi Muslich, Pengenitar dan Asay Hakin Pridapa Isfam, Cet 1 (Jakara: Sinar
Crrafiba, 20040, kim 21,

" Wahbah Az-Zuhaili, A&-Figh wa Adilandm, Juz 17, (Dimaskus; Dar al-Fikr, 1989),
= 286
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Dari scbab-sebab hapusnya hukuman gisds di atas, maka dengan adanya
pengampunan dari pihak keluarga korban, maka si pelaku pidana yang diancam
hukuman qisds dapat terhindar dari  hukuman tersebut,  Memberikan
pengampunan terhadap perkara giséy adalah suatu hal yang diperbolehkan dan
bahkan dianjurkan oleh agama. Membenkan pengampunan terhadap pelaku
pidana yang diancam dengan hukuman gisés 1u lebih baik daripada menuntut
dijatuhkannva hukuman giséy. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang

berbunyi:

Ca
- a

- ﬂ_,‘! e .:a 2 s - = i . .__-.r
('\V.'"\ :aJll.jll) Qﬁ&@@l;\aﬁ:djyhiub;;} "“-""1'\.&"'“..,5""’;.&}“‘"

“Maka harang siapa yang mendapatkan suaiu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (vang memaafkan) mengikull dengan cara yang baik, dan hendakich
(vang diberi muay? membavar (divvat) kepada vang memberi maaf dengan cara
vang hark (pule).

Avat ini menerangkan bahwa keluarga yang teraniaya atau keluarga yang
dibunuh ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi gisds dan menggantinya
dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak
memaksanakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan dapat berdampak
buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat
dibenarkan bahkan terpuji.

Dengan demikian, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranva, hendaklah ia (yang memaafkan), mengikuti dengan cara yang baik

dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyyar atau tebusan kepada yang

memberi maaf dengan cara vang baik (pula). Tidak diperbolehkan bagi yang

* Depag RI, Al Qur ‘an dan Terjemabmya, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 52




memaalkan untuk menuntut tebusan yang melampai batas yang wajar, dan bagi
vang harus menebus tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi
pembayaran sebagai tebusan.”

Selain berdasarkan nash Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas,
disyari'atkannya. pengampunan dalam perkara ¢isdy juga didasarkan pada hadits
Nabi SAW:

oo abe e ol g K a0 e
P .C_.'.'gg_jj,g._t:, u&am L;::F:anﬁ G :LjLi’_*,l:kl;‘,:—_;d_ﬁL.?:. i
(235> 2080 )-‘-"-5"-' o A Y Pl o

~Telah menceritakan kepada sava (Abu Dawd) Musa bin Ismail telah
menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdiliah al-Muzaniu, Dari
“Atho bin Abi Maemunah, Dari anas bin Malik la berkata: Sepengetahuan saya
setiap ada perkara qigdy dituporkan kepada Ruwi’u.r’fﬂ SAW, maka beliau selafu
=emermiahkan agar dimaafkan (H.R Abi Daud)."”

Adanya pemberian pengampunan atas suatu  hak gisas  berarti
=cnggugurkan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat dikenai hukuman
sisas (hukuman balas) dan sebagai pengganti dari hukuman gis@s adalah
pemberian diyyat kepada ahli keluarga korban, adanya pembenan diyyat ini
berarti menunjukkan adanya perdamaian diantara pelaku pidana dan keluarga
korban. Pemberian diyvar tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar adanya

kerelaan atau persetujuan diantara kedua belah pihak, yaitu antara pelaku pidana

dengan keluarga korban, '’

* M Quraish Shihah, Yafsir af-Mishal, Pesan, Kesan dan Keserasiwn al-Cur'an Vol |

ZT:ieama Lentera Hati, 1999), hlm, 368

_"’ Abl Dawud, Suvenr Abn Peowned, Juz 1V (Kairo, Darul al-Hadits, 1999), hlm, 1925,
" Wahbah Zuhaily, ef-fogh af-fslame . hlm. 288,




Dalam hukum positif, sebagaimana leruang di dalam KUHP, ada
Leadaan atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas suatu tindak
_pidana bisa karena alasan sakit karena sakit atau kurang akalnya (Pasal 44
KUHP), karena belum dewasa (45 KUHP), karena pembelaan darurat atau
noodweer (49 ayat 1 KUHP), karcna menjalankan peraturan undang-undang
(50 KUHP), dan karena menjalankan perintah jabatan (51 Kudp)."

Titel ke-11I dari buku pertama KUHP menycbutkan alasan-alasan yang
menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan
penghapusan penuntutan. Yang dimaksud alasan pemaafan yaitu alasan yang
menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap
melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetepi dia udak
dipidana.”

Adanya alasan pemaafan keiuarga korban dalam hukum positif tidak
diatur baik dalam KUHP atau KUHAP, akan tetapi alasan pemaafan itu hanya
sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman saja, Hal-hal inilah yang dapat
digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan
suatu perkara dimana hakim bisa meringankann hukuman yang akan diputuskan
pada si terdakwa. Maksudnya dari hukuman maksimal menjadi hukuman
minimal."

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis

bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul

>R Soesilo, Pokok-Pokek .. him. 65-74
' Moeljatno, Asas-Asas Hukum Predana, (Jakanta: Rineka Cipra, 2000), him. 137,
" AWawancara dengan Amsar Sintanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal

= lznuan 2007,




SSTUDE KOMPARATIF  TERHADAP  PEMAAFAN  KELUARGA
KORBAN  PEMBUNUHAN  SEBAGAl FARKTOR  KUERINGANAN

HUKUMAN, (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).

B. Fencgasan Istilah

LIntuk menghindari pemahaman yang kurang terhadap judul skripsi ini,
penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istlah yang berkaitan
dengan judul, vaitu sebagai bertkut ;

1. Stud Komparauf
Studt komparaut adalah kajan, elaah, penchuoan atau penyelidikan
berdasurkan  perbandingan, yaitu pandangan  hukum  Islam dan hukum
positi
Dalam hal i membandingkan kedua hukum tersebut dalam masalah

kerelaan keluarga korban sebagus hupusnya tindak pidana.

12

Pemaalzn

kata pemaatan berasal dan dasar “maal™ yang berarti, pembebasan
seseorung dan hukuman, vang kemudian ditwmbah awalan pe- dan akhiran -
an vang kemudian menjadi pemaalan yang artinya; proses, pembuatan, cara

memmahan: pengampunan.

¥ Pusat Pengembangan Bahass, Kannes Fohasa adenestar, Jlid 111 (Jakarta: Depdikhud.
1%83). him. 860

Y Tim Penyusun Kamys Besar Bahasu }nd;;unusjp. Keney Bpsor Bolrpse fm."r:.ﬂ;e-.w'q, [.]aF;E;Lja:
Dezantemen endidikan dap Kebydayaan Balai Pustaka, |UBS), hlm. 590, ' i
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Hukuimin

Hukuman mempunyai kata dasar hukum dan memiliki akhiran “an”
vang bisa diartikan keputusan atau pertimbangan yang ditctapkan oleh
hakim: vonis, '’
Hukum Islam

Hukum Islam vang dimaksud disini vaitu kaidah, azaz, prinsip atau
aturan vang digunaksn untuk mengendalikan ma-syﬂmkii} Islam, baik berupa
ayat al-Qur’an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat
yang berkembang di suatu masy dalam kehidupan umat Islam. ™
Hukum Posiuf

Hukum positit adalabh hukum yang berlaku di suatu tempat
(negara) Indonesia pada suatu saat'” Artinya ketentuan-ketentuan hukum
sebagaimana yang terdapat dalum KUHP dan KUHAP, maupun peraturan-

peraturan lan vang berlaku di Indonesia,

. Ramusan Masalah

Berdasarkan latar belakany masalah di ats, maka yang menjadi pokok

cermasalahan yaitu: Bagaimana nersamaan dan perbedaan hukem Islam dan

=chum positif terhadap kerelaan keluarga korban pembunuban?”.

S dwrsone, Kanws Hubom, Clakani Wineka Cipra, 1999), bim 167
Coabddul Aviz Dablan, fasiklopeds Hiban I, gilid UL Oukartie Lehtiar Baw Vanhove,

-




D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan membandingkan antara hukum

Islam dan hukum positif, mengenai pemaafan keluarga korban pembunuhan.

2. Kezunaan Penelitian
a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam masalah hukum  Islam

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya,

b, Schagai informasi baru dalum dunia kepustakaan khususnya dalam
masalah  pemanfan  keluarza  korban  pembunuhan  scbaa  fakior

pengurangan hukuman menurut hukum [slam dan hukum posiuf’

E. Telaah Pustaka

Pembuhasan mengenai kerelaan (pemaatan) keluarga korban pembnuhan
sebagal faktor keringanan hukuman tindak pidana banyak dijumpar dalam al-
Qur'an, hadits Nabi, maupun dalam kitab-kiab [igih khususnya dalam bab
gmcvah, serta buku-buku pidana seperti dalam buku berjudul Pengantar dan Asas
Hukum  Vidane Jslam. Dalam buku  tersebut, Ahmad  Wardi Muslich
mengemukakan tentang tidak berpengarubnya kerelaan berlaky untuk semua
jarimah kecuuli jarimah pembunuhan dan pengamyayaan,

Dalam hukum 1slam, adanva pengampunan dan kelvarga korban kasus
pembunuhan sangat berpengarubh dalun p’:.-"l'ljilll.lhm'll hukuman terhadap terdakwa.
Artinya, pengampunan  dari kelvarga korban  atas jariueh  pembunuban
disebabkan karena dalam jerimah pembunuhan terdapat adanya pengaruh maal

dari keluarga korban yang dapat menghapuskan hukuman gisas atau divar.” Oleh

“ ahad Wardi Muslich, Pesgantar - Mm, 82




Karena, dalam garimed, qisdys dan divar Lerdapat adanya hak Allah (hak publik?
disamping adanya hak manusia (hak individu), maka hakim masih dibolehkan
“urtuk menjatuhkan hukuman re zir sebagai imbangan dari hak Allab tersebut,”’
Dalam kitab al-Figh af-Isfam wa Addfutubi, Juz VI, Wahbah Zuhaili
mengemukakan bahwa ada dua syarat vang harus dipenuhi dalam pemberian
pengampunan, yaitu:
1. Orang vang memberi ampunan adalah orang yang sudah baligh dan berakal,
dengan demikian tidak sah apabila vang memberi ampunan it adalah anak

kecil dan orang gila.

[ ]

Adanva pernyataan ampunan dan orang yang berhak memberikan ampunan,
karena adanya pengampunan itu menggugurkan hak ¢ giyds ) maka gugurnya
hak wntk di gasdy e vdak bisa dierima dan ocing yang bdak berbak

untuk memberizan pengampunn

Adapun orang yang berhak untuk membert pengampunan it adalah ahli
wars buik laki-laki maupun perempuan dari korban, ™

Mocljanto dalam bukunya Asas-Asax Hukum Piduna, menyebutkan
bahwa alasan pemaal yaitu alasan yang menghapuskan k_@:_:-inl ahan terdakwa.
Perbuatan vang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum, jadi merupakan
perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipidana, karena ada unsur pemberian maat’

dar korban ™’

f' Advnad Wardt Muslich, Pengamar . bilm 21
= Wabdubh Az-Zubaili, ed-frephe . hlin 288

| .

= Moehanto, dsas-Adsay o him 137




Patam buku vang berjudul Menggagas Hidaar Prdana Istam: f‘vm;w:{prm
Svariat Islam dalam Konteks Modermias, Topo Santoso menjelaskan bahwa
dalam masalah penghapusan pidana ada beberapa bagian yaiw: dasar pembenar
(pernusibelay) dan dasar pemaal (fegal excuse). Dengan adanya salah satu dgsar
penghapusan pidana berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan
sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh, pembuatnya tidak
baleh discbut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah masalah dasar
penghapusan berupa dasar pemaal maka suaty tindakap tetap melawan hukum,
namun si pembuat / pelakunya dimaatkan, tidak dijatuhi pidana. ™

Buku-buku sebagaimana yang penulis paparkan dj atas membahas
masalah kerelaan atau pemaafan keluarga korban pembunuhan sebapai faktor
keringanan hukuman, tetapi pambahasannya masih bersifat umum baik menurut
hukum Islam maupun hukum positifnya, dengan demikian maka penuhs mgin
mencoba  membahas dan melakukan  penchivan werhadap  masalab  wersebut
schingga dapat diketahui perbedaan anmtara kedua hukum  tersebut dalam

penelitian yang nenulis lakukan,

E. Metode Penelitian
I Jews Penclitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau
library research, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-

buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga

“ Tapo Santaso, Menggagas Hubmm Pidana Ifan, Penerapan Syertar Idany dedam Konteks
Cavrmiery, Cel 1L, (Bandung: Asy Syamul Press & Gralika, 2001, him 169




literatur-fitaraiur lainnya, Dalam hal im buku-buku vang berkaitan dengan

nemaitun keluarga korban pembunuban sebagai Baktor keringanan hukuman.

-2 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini
menggeunakan, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.”™
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik perngumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
wawancara, Teknik wawaneara vaitu suatu cara untuk mengumpulkan data
dengan mengajukan pertanvaan langsung kepada seorang informan atau
seorang autoritas (seorung ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah), ™
< Sumber Data
Dalam penulisan skripst int penulis mengpunakan dua sumber data
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer vaitu sumber-sumber yang memberikan data
langsung dari tangan pertama. Hal i berupa sumber asli baik berupa
dokumen maupun penimggalan lainnva ™
'.‘: Subsirsioi Avkunto, Proseder Peselinen S Devdekaran Pradek, Cen 8, (Jakarta
e Uipti, 1998), hlm, 236,

i" Gorvs Keraf, Kemposin, (Semarany: Bina Pura, 2001), him 16l
" Winarno Surakhmad, Pesgantar Peselitear N, {Banduny Tarsita, 1982y, hlm. 134,




Data primer meliputi avat-ayvat al-Qur’an, hadits-hadits Nabi yang
berkaitan dengan masalah kerefaan Keluarga korban scbagai scbab
hapusnya hukuman, KUHP, serta wawancara dengan ahli hukum dalam
bidang hukum lslam dan hukum pidana di Indonesia.

b, Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder vaitu sumber data yang penulisannya dan
buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan  yang
dikemukakan, Termasuk dalam daa sckunder 1o iuiah kitab-kitab figih,
buku-buku pidana, wawancara dengan hakim seria catatan-catatan yang
menunjang dan membert masukan untuk mendukung atau menguatkan
sumber data primer, sepertt |

. Wahbah Al-Zuhaili, ed-2uglt af-fstem Waueditloi .

1]

Abu Abdillah Muhammad lbn Idris As-Syali’y, a/-Cm.

1)

Ahmad Wardi Muslich, Pengentar dan Asas Hukum Prdang Istam;
gl Jinavah,
4. R Susilo, Pokok-pokok Hidam Pidana Peraturan Unium dan Delik

Heedits Kfisis.

e

Moeljanto, Asax-Axas Hukum Prdana {slem,
30 Muetode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut ¢




a0 Metode Confent Analysiy
Metode content wnadvsty adalub analisis kajian data, bisa jups
ditikan ﬁub;;gai analisis isi atau kajian isi7" Penulis akan menganalisis
dati-data yang bersumber duri da primer dan data sckunder tentang
masatah kerelaan keluarga korban pembunuhan sebapai taktor keringanan
hukuman.
b. Metode Komparatif |
Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisis data-
data atau pendapat yang berbeda. Dengan membandingkannya sehingga
diketahui  pendapat  vang  lebih  kuat™"  Dalam  hal  ini akan
memperbandingkan antara hukum  fslam dan hukum  posiif tentang
pemaatan keluarga  korban  pembunuhan sebagai  [uktor keringanan

hukuwiman.

6. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam p:;:nu]isan dan pemahaman terhadap penulisan
skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan vang terdiri dari lima
bab, dengan uraian sebagai berikut:
Bab | bensi pendahuluan; meliputi latar belakang masalah, penegasan
istlah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian, dan sistematika penulisan,

' Hadar Nawawi, Metode Poselion Hicdamg Sosial, (Yogyakarta: Gaiah Mada University
Fome 1998), him 68
= Samadi Surva Brata, Metodedogr Peneliion, (Jakarata: Rajawali Press, 1992), hlim 26,
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Bab 11 berisi pemidanaan (hukuman) dan hak-hak korban dalam pe.rsoalan
pidana baik menurut hukum Islam maupun hukum' positif, meliputi; pengertian
“dan dasar pemidanaan, tujuan pemidanaan, macam-macam pemidanaan, dan hak-

hak korban dalam persoalan pidana,

Bab 111 *berisi pemaafan keluarga korban sebagai faktor keringanan
hukuman, meliputi; pengertian kerelaan. dasar-dasar hukum pemaafan dan
svarat-syarat memberi kerelaan.

Bab |V berisi pidana dan pemaafan keluarga korban pembunuhan,
meliputi: pidana dan pemaalfan keluarga korban pembunuhan.

Bab V berisi znalisis pemaafan keluarga korban pembunuhan meliputi,
menurut hukum Islam dan menurut hukum positfl ’

Bab VI berisi penutup, meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan kata

penutup.

TTTT—— T “-_




BAB 1

PEMIDANAAN (HUKUMAN) DAN HAK-HAK KORBAN

DALAM PERSOALAN PIDANA

Pengertian dan Dasar Hukuman

L.

Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ngqubal. Lafaz ugrbalt menurut
bahasa berasal dari kata (=8=) yang sinonimnyz | (Asi elay é\ﬂi) artinyi:
mengrringnya dan datangnya di belukang, Dalam pengertian yang agak mirip

L 3

dan mendekatt pcngeriian istilah barangkali lalaz tersebut bisa diambil dari
lafaz: ...{;.—‘i’i"-’c-) yang  sinonimnya .[L,L&Lm H:;r'_*-“ ;1;‘)__—?*‘.!, artinya:
menthalusnva xexuai dengan apa vang dedok okamia,

Dalam bahasa [ndonesiy hukuman diachikan sebagan “siksa™ dan
“sebacainya”™ ataw “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim™,*

Dalam hukum posiut” di Indonesia, istilah hukuman hampir sama
denuan pidunu;3 Sebagaimana Mustola Abdullah mengutip dari Muljanto dan
dikutip lagr oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa istulah pidana lebih wepat
daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata siraf, Karena kalau straf
diterjchkan dengan hukuman, maka sref reclr harus diterjemabkan hukum-

hukuman,® Sedang menurut beliau sendin (Wardi Muslich, buhwa hukuman

Shwd Wardy Muslich, Pevganin done Asas Hkoe Pedersc fsles, Cet 1 (Jakana: Sinar
2004 hilm 136
© Tim Penyusun, Kanms Prstaba Pembioan dun Pengentbangan Bofusa, Komus Besar

locdinesiae, Cet TV, (Jakama: Balai Pustaka, 19930, hlm 315

Y Almad Wardi Muslich, Pengaptior ot o i 136
*dacd
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itw sendin adalah suatu hal vang tidak baik namun diperlukan karena bisa

mambawa keuntungan yang nyata bagi mas-y.ara!-:m_j Sedang menurut A

Djazuli  dalam bukunya vang berudul g lmdvah”:  Upaya

Menanguidangi  Kejahatan dulem {slan” beliau mengemukakan  bahwa

hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga sescorany supeya tidak jatuh

ke dalam syatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan
terjaga dari perbuatan jahat apabila:

. Memiliki iman yang kokoh, maksudnya seseorang tidak akan jatuh ke
dalam perbuatan maksiat apabila ia memiliki keyakinan yang kuat seperts,
seseorang tdak akan membunuh orang lain kareny dalam keyakinannya
membunuh adalah perbuatan vang dilarang oleh svara™ dan Undang-
Undang,

2. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinva dan terhadap orang lain,
atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan
menghindan berbuat jahat.

Dengan adanya sanksi dumawr dihorapkan menjaga seseorang  dari

:....r

terjatult ke dalam tindak pidana.”
Menurut Sudarsono kata pidana diartikan dengan hukuman, hal ini
ada kanannya dengan pasal 5 KUHP, vauu:
21 Retenwan pidana dalam perundang-undangan di [ndonesia diterapkan

bugt warga negara yang di luar Indonesia melakokan:

T IARf him 14,
A Djazali, Frgehr Jinavah Hpave Menaogondiangs Kegedaian dolasn dslam, Cev 11 (Jakana
-=findo Persuda, 1997), him, 27,




I Salab satu kejahatan tersebut dalum bab 1 dan 11 buky kedua dan
pasal-pasal 1e0, 161, 2440, 27-1, 4350 dan 451

2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedang
menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan
diancam dengan pidana,

3) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir-butir 2 dapat
dilakukan jika terdakwa menjadi warga negara Indoncsia sesudah
melakukan perbuatan.”

Kata hukuman merupakan istilah konvensional vang bisa mempunyai

art yang luas karena dapat berkaitan dengan bidung-bidang lainnya seperti,

bidang pendidikan dan agama.”

B

Dasar Hukuman
Hukuman it harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur’an, hadits atau
lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk

B
ka.susQa zir)Selain itu, hukuman harus bersifat pribadi, Artinya, hanva
e
cdyatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.” Misalnya pembunuhan
vang bisa diartikan  perbuatan sescorang  terhadap orang lain yang

mergakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan

sengapt. maupun tdak sengaja.'” Bahwa pembunuban disini merupakan

~ sudersone, Kenntes Hukum, cet 11 (Jakarta Rineka Cipta, 1999), hlm, 361,
S Muban Ausus Santosa, Paraeivma Barn Hickion Picas, {(Malang  Awtiroes Press, 2002),

A Djszuli, Fryih Jinayedy ., bim. 25
Almad Wardt Muslich, Pengaitar dene . him 137,




perbutun vang dilarang oleh syara’, hal ini didasarkan kepada Drman Allah
dalam al-Qurian,

S

el Ay s o sl Jes 4

“Janganiah kapne membuntht jiva vang diliarambkan Allah {mwnbuiﬁlttﬁﬂ_i"ﬂ)
meluniken c."engﬂn sesuatyt (xebab) vang benar™ (Q.8 al-An'am: 131)
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“Dan junganlat kamu membunudt anak-unak kamu kavena takut femiskinan.

Kamilah vang akan membery rizki kepada mereta dan pugd k{.pudamu.

Sesineguhmva mereka adalal suatu dosa yang besar™ (Q.5, Al-lsraa’ 3107
Adapun  dasar-dasarmenurut  hukwin  positift yang menjadi  tolak

pangkal hukuman yaitu :

a. ke-Tuhanan

Bertolak pangkal kepada nilai-nilai ke-Tuhanan untuk mencarn
dusar pemidanaan/hukuman, dengan mengikuti dan mempelajari ajaran-
ajaran vang diberikan oleh Tohan, sebagauimana yang tercantum dalam
kitab-Kitab sue

b, falsatah

Mencari dasar pemidanaan/hukuman bertolak pangkal kepadu

perjanjian masyarakat (¢ comiract sociad, maatschappelifke verdrag),

artinva ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimang

]” Depay RL, Al-Our"an dan Terefemalnya (Semarang: Toha Putra, 19963, hlm. 282,

“Lepag RI, A-Qur "an dan Terejemahinyva (Semarune: Toha Putra, 1996), hlm. 543,




rakyvalah  yang  berdaulat  dan  menentukan  beniuk  pemerintahan,
Lekuasaan negara Udak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat. Tiap warga negara menyerahkan scbagian dari hak asasinya
(kemerdekaannya) untuk  mana i menerima sebagai  imbalannya
perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara
memperoleh hak untuk memidana. .

Pemidanaan/hukuman  bertolak  pangkal kepada kegunaan  dari
kepentingan penerapan ketentan pidana untuk mencapai tujuan dari

kehidupan dan penghidupan bersama yartu, perlindungan hukum, '

E. Tujuan Hukuman

Pada umumnya di dalam membuat uraian tertany tjuan hukum pidana,
sebagian besar para penulis hukum pidana tiduk mengemukakan pemisahan
antara tujuan hukum pidana ity sendini dengan wjuan diadakannya hukuman atau
;idann.'ﬁ

Menurut syari’at Islam, tujuan wtama diadakannya hukuman adalah
sebagal herikul
I Pencegahan [i}::“-‘-,)ji:} EE‘;_)H]

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarinh

avar 1 tidak mengulangi perbuatan jurimafmya, atau agar 1a tdak terus

YoSlantun, Asas-Asas Hubnor Pidana o) Indonesio dow peserapamna (akana Alumni
sme=— - Petehaem, 1986), hlm. 57-38.

b, Wim, 58,
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menerus melakukan garimah tersebut.' Perbuatan pencegahan ini bukun
hanvi berlaku untak pelaku sapa, wapn Juga mengandung arti mencegah
orang lain selain pelaku agar ia udak tkut-ikutan melakukan jarinuh, sebab ia
bisa mengetahui hukuman vang dikenakan kepada pelaku juga akan
dikenakan terhadap orang lain vang melakukan perbuatan vang sama.'’ Dari
hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa kegunaan pencegahan bersifat ganda,
yakni menahan orang vang melakukan perbuatan jarimeh, agar udak
melakukannva lagi, dan menahan orang lain untuk melakukan tindak jarimah.
Oleh karena iw, tujuan dari hukuman adalah pencegahan, maka
besarnya hukuman harus sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mampu
mewujudkan tujuan tersebut, artinya tidak boleh kurang atau lebih dari batas
vang diperlukan, dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan bagi orang
vang akan dikenai hukuman, Baik batas tertinggi atan terendah suatu suatu
hukman sangat tergantung pada kebutuban kemaskahatan masyarakat, apabila
kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat.
Demikian  pula  sebaliknya  bila  keoutuhan  kemaslahatan - masyarakat
menghenduki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan,
Perbatkan dan pendidikan
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
Jarimah agar ia meajadi orang yang baik dan menyadari kesalahannva, Di sini

erlihat bagaimana perhatian syari’at Islam terhadap diri pelaku, Dengan

": At Warde Muoslich, PMeogenene deer | Bl 137
U thiel, Wm, 138
A Djaculi, Frgit Jineyad L bl 26
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adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran
bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan
akan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jurimah serta dengan harapan
mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian merupakan alat
vang sangat ampuh untuk memberantas ferimah, korena seseorang sebelum
melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui
perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, bqik perbuatannya itu
diketahui oleh orang lain atau tidak. "

Disamping perbaikan pribadi  pelaky, syari’at  Islam  dalam
menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik,
vane diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintal antara sesama
angpotanva dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada
hakekatnya, suatu jarimed adalabh perbuatan yvang udak disenangl dan
menginjak-injak  keadilan serta membangkitkan  kemarahan  masyarakat
terhadap perbuatannya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang
terhadap korbannya ™

Sedangkan  menurut hukum  posinl wjuan dan hukuman - dapat
digolonghan dalam tiga golongan pokok, yaitu schagai termasuk golongan teon
cembalasan, golongan teor tjuan dan kemudian ditambah dengan golongan

- 7
teon gabungan.

U Ahmd Wards Muslich, Pengannare danr hlme 1381349
* Lhad, him. 139,
T Sqanturd, dscs-Asos ok Pl o Dndenesis doyr Wi, 549
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Teori pembalasan (feori ahsolut)

Dalam aliran ini dusar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk
pembalasan (vergelding atau velgeling). Teori pembalasan ini dikenal pada
akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan pikiran
masing-masing seperti Imanuel Karﬁ, Hegel, Herbert, dan Stahl?? Kamt
mempunyai jalan pikiran, bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan,
maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula, Karena pidana 1w
merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini
melahirkan teori absofut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat
dinamakan “de ethische vergeldinustheorie”. Hegel mempunyai jalan pikiran
bahwa keadilan merupakan kenvataan, maka apabila seseorang melakukan
kejahatan, itu berarti ia menyangka adanya hakum atau keadilan. Dengan
demikian keadaan menvangkal keadilan it harus dilenyapkan dengan
ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkannya tindak pidana karena pidana
itu merupakan suatu ketidakadilan. Cara berpikir yang demikian ini adalah
dinlekus, sehingga teorinya dinamakan “de dialectische vergeldimgstheorie”,

Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila seseorang melakukan
kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam
ha! terjadi kejahatan maka masyarakat itu dapat diberikan kepuasan dengan
menjatuhkan‘ pidana, schingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Cara
berpikir ini merupakan salah satu pokok pangkal (eesthetica) dari dasar

adanva  hukuman, maka teorinva  dinamakan (de  aesthitische

b Bambang Poemome, dsas—coes ek Prdama.. hlm. 27.




verveldingstheorie),  Stahl, mempunyar  jalan  pikitan bahwa Tuhan
menciptakan negara sebagal wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban
hukum di dunia ini dan kepada pemjahat itu harus dijatubi pidana, agar
ketertiban hukum itu dipulihkan kembali ™
Menurut teori ini, setiap kejehatan harus ditkutt dengan pidana,
sescorang mendapat pidana karena telah melakukan suatu kejahatan, Dengan
demikian penghukuman didasarkan pada pembalasan. Teori pembalasan i
terbagl menjadi lima babasan yaitu
a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moral philosophie).
Teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, yang mengatakan bahwa
pemidanaan adalah tuntwan mutlak dan kesusilaan (etika) terhadap
seorang penjahal,
b) Pembalasan bersambut (cfialekiis)
Teori inmt dikemukakan oleh Hegel, vang mengainkan babwa  hukum
adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedang kejahatan adalah tantangan
kepada hukum dan keadilan.
¢) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (eastfietisel)
Teorni mi dikemukakan oleh Herbert, yang mengatakan bahwa hukum
adalah wntutan mutlak dart perasazn ketiaakpuasan masyarakat, sebagai
Cakibat dari kejabatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan
masvarakat  terimbangl  wtou rasa keindaban masyarakat  erpenuhi

kembali.

23 )
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d) Pﬁ:mbulasan sesual dengan ajaran Tuhan (agama)
Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewn dan Tomas
Aquine), yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran
terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak
harus diberikan penderitaan  kepada penjahal, demi terpeliharanya
pri-keadilan Tuhan.

2) Pembalasan sebagai kehendak manusia
Para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang negara sebagai
hasil kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai
perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajuran ini adalah tuntutan
alam bahwa siapa saja vang melakukan kejahatan, dia akan menerima
sesuali yang jahat™

Teon wjuan (leori relatif, teori perbaikan)

Feort int tmbul Karena weort pembakasan yang kurang memuaskan,
teort wyjuan ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dan pidana
adalah terletak pada tujuan pemidanaan itu sendini,” Adupun tujuan vang
hendak dicapal adalah umuk perlindungan masyarakat atau pencegahan
terjadinya  kejahatan  (mepeccarnr), Diancamkannva suatu pidana  dan
dijatuhkannyva pidana, dimaksudkan untwk menakut-nakuti calon penjahat
atau penjabat yvang bersangkutan  untuk  memperbaikt  penjabat, untuk

" - a 3
menvingkirkan penjahat.”®

= sinturt, Asax-Asas Aok Pidft o Iefonesir dan |, Dl $9-60
© Bambong Poernome, Asas-asas Fubem Prdona . hilm, 28-29
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Teori tujuan ini dapat diklasilikasikan scbagai berikut ©
Pencepahan terhadap terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan
ancaman pidana vang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon
pl:njahat.” Suatu pidana harus bersifat mencegah (prevensi). Sifat
prevensi ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
1) Prevensi umum yang bertujuan supaya orang-orang pada umumnya
jangan berbuat Kejahatan,
2 Peevenst khusus yang bertujuan mencegah supayva pembuat kejahatan
khususnya, jangan mengulangi lagi ®
Perbatkan atau “pendidikan” bagi penjahat. Kepada penjabat diberikan
“pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan
masvarakat dalam  keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
Perkembangan dari teori ini, agar diusahakan suatu cara supaya penjahat
udak merasakan “pendidikan™ sebagai pidana. Cara perbaikan penjahat
dikemukakan ada tiga macam vaitu : perbatkan intelekual, perbatkan
moriel dan perbaikan juridis. Penganut-penganut teori ini antara lain
Groiman, Van Krause, Roder dan lain-lain.™
Menyingkirkan penjahat. Adakalanya penjahat-penjahat tertentu karena
keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, mereka itu tidak mungkin lagi
menerima pidana dengan wjuan pertama dan kedua, karena tidak ada

manfuatnya, maka pidana yang dijutubkan harus bersilat menyingkirkan

- Stanarl, Asces-Asas Hukon Piddoane o fndonesia den L blm, 61

TR Soesilo, Pokok-Pokak Hukwn Prdana Peratuean Usuonn danr Dedth~delit Khnsus,
oo Palitein, 1984, him. 13.
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dari masyarakat dengan penjatuhan pidana seumur hidup ataupun dengan
mdana mati.*”

d) Memamin Ketertiban hukum, Caranya, ialah mengadakan norma-norma
vung menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar tersebut, negara
menjatuhkan pidana, Ancaman pidana akan bekerja sebagar peringatan

dan mempenakutkan,
Teort G'a.bur;gan (Vereenigings-Theorie)

Keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, dapat
menimbulkan aliran ketiga vang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa
pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembahasan dan
mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi
dengun menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur
vang lain. maupun pada semua unsur vang ada. ™

Menurut teort gabungan, hukuman mempunyar dua tugas sebagai
berikut
a) Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan

hukuman tidak boleh melebihi besarnya bahaya jarimal itu sendiri.
b) Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada
kecenderungan pelaku untuk melakekan jerineh serta pada keadaan yang

membahayakan.™

Banmibanyg Puernomo, Axav-oxas ek Pidaog | bl 30
Stlitarh, Asees-Ases Mk Pichoen oy fndonesier dare - hlin 62
i: Bumbany Puernomo, dsax-axoy Hfuknm Pidane | hlm 30-31
U Abmad Wardi Mustich, Pesgarmar don . hlm. 140,




Dengan demikian penjutuhan suata pidana harus memberikan rasa
tepuasan, baik pada hakim maupun kepada penjahat itu sendini disamping

- !
tepada masyarakat ™

Sacam-Macam Hukuman

Hukumar, dalam pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian,

Secoan mt:ni.njz-tunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan,

©  Ditinjau dari segi pertalian antara suatu hukuman dengan hukuman yang

lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut :

2) Hukuman pokok (af=" Uguibalt wl-Asfvalt), yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman vang asli, seperti
hukuman gisay untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus Kali
untuk gorimel zing ataw hukuman potong  tangan  ontuk arimeah
pencurian.

by ukuman pengganti (cl-"Ulgibal wl-Buddlival), yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan karena karena alasan  yang sah, seperti hukuman diyyvar
(denda) sebagai penggantt hukuman gy atau hukuman gises yang tidak
bisa dilaksanakan.

¢} llukuman tambahan (af- Ugihalt af-Taba "ivalt), vall hukuman yang

mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendin,

i1 g : =
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sepertl larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang
vang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman gisos atau
drvvat, atan hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang
vang melakukan jarimah gadzaf (membunuh orang lain berbuat zina),
disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d) Hukuman pelengkap (ugithaft takmulivah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat yang larus ada putusan
tersendin dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan
hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah

dipotong di lehernya.™

2 Divnjau dari segi kekuasaan hukum dalam menentukan berat ringannya
hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, vaitu :

a) lukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas
tertinggi atau batas terendahnva. seperti hukuman cambuk secbagai
hukuman faeed (80 atau 100 Kali).

b) Hukuman yang mempunyvai batas tertinggi dan batas terendah, hakim
diber1 kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas

itu, seperti hukuman penjara atau cambuk, pada tindak pidana te eI

Hukuman ditinjau dan segi terdapat atau tidak terdapatnya nashnya dalam
Al-Qurian dan hadits, Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam,

vaitu:

** Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan ., hlm, 142-143,
* Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Istam; Penerapan Syarict Islam dalam Konteks
e mmtas, Cet 1, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm, 134-185.
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= Hukuman yang ada nasfmya, vaitu npeliid, qsiy, divvat, dan kafarat,
misalnya hukuman bagi pezina, pencur, perampok, pemberontak,
pembunuh dan orang yang menzihar isterinva.

5) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman
1a'=ir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan
amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.””

Diii‘n_iau dari tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi

kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut

2) Hukuman badan (ugnibah badaniyyalt), yaitu hukuman yang dikenakan
atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.

b) Hukuman jiwa (ugitbah nafsivah), yaitu hukuman yang dikenakan atas
jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

¢) Hukuman harta (ugibali malivah), yaitu hukuman yang dikenakan
terhadap harta sescorang, seperti diyyat, denda dan perampasan harta. ™

Ditinjau dari segi jenis pidana vang diberi ancaman hukuman, yaitu:

a) Hukuman huditd, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana
haediid,

b) Hukuman gisds-diyyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana
i iycts-divvat.

¢) Hukuman kaferat, yaitu hukuman yang naitetapkan untuk sebagian tindak

pidana qusds-divvat dan tindak pidana re zir.

—
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d) Hukuman fa'=ir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana
ot =i
Pembagian hukuman atau pidana tersebut yang terpenting adalah
pembagian yang terakhir yakni ditinjau macamnya janimah, Berikut ini akan
dijelaskan macam — macam jarimah dan pidananya.
2 Hukuman untuk jarimah /uwfild adalah jarimah yang ditetapkan atas
Jjarimah hudiid terdapat tujuh macam jarimal hudid yaitu :
1) Zina
2)  Quelzaf (penuduhan zina)
3)  Minum-minuman keras
4) Pencurian
3y Hirabah (perampokan)
6) Ridelah (murtad), dan
7} Pemberontakan
Dalam jarimah zina, (ad-af (penuduhan zina) [irabah
(perampokan), Riddah (murtad), pemberontakan merupakan hak Allah
semata, Sedangkan jarimah pencurian, disamping hak Allah juga ada hak
manusia.
b Hukuman untuk jarimah gisas-diyyat

Jarimah gusés-diiyvar terdiri dari lima macam yaitu;

=

" Abdul Qodir Audah, ar-Tasei al-Jing | al-fstami. Juz 1 (Beirut Muassasah ar-Risdlah,
=ime 634,
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1) Pembunuhan sengaja

2) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karna kesalahan

4) Penganiayaan sengaja

) Penganiayaan karna kesalahan, ™

‘H’ukuman-hukuman vang diberikan karena melakukan tindak
Jarimaii lersebut adalah scbagai berikut:
1) Qisds
Pengertian giséy sebagaimana dikemukakan Wahbah Az-

Zuhaili adalah sebagm berikut:
l_'n’_'-.—#- I : ,'w:r'J
»'..—LVJ% .A“ézl "?{"" uL'”‘J- Ljilbtjll nll.)l"-""'

P |

“Melukar orang berbuat jarimah sesuar dengan perbuatannya, yaitu
drhurnd”.

Adapun dasar pencrapan giyhish adalah firman Allah SWT

dalam surat al-lsra” ayvat 33 yang berbunyr;

= -3 Fa P - a e 4= -
SIS PR SR TREA u;uvmu,,m,&dﬂ
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“. Dan barang siapa dibunuht dengan secara zalim, sesungguhnya
Kami tefah memberi kekuasaan kepada ahli warisnva,  tetapt
Jangantah ahli  waris  itu malampai batas  dalam  membunuh,

: 43
sesunguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”.

‘t thed, Wm, 79,
 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Istam Wea adidainhn, Juz V1, Cet 111,(Beirut: Dar Al-Fikr),
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Hukuman giséy merupakan macam hukuman yang baik,
karena mengandung aspek keadilan dimana pelaku kejahatan dan
korban merasakan hal yang sama. (Msdy im dapat tidak dilaksanakan
dengan syarat apabila korban atau wali korban memberikan
pengampunan terhadap pelaku kejahatan dan menggantinya dengan
denda.

2) Dawvat

Diyyat merupakan bentuk pidana yang diancamkan untuk
hukuman tindak pidana pemounuhan menyerupar sengaja dan tidak
sengaja. Ketentuan diyyar im berdasarkan firman Allah SWT surat
An-Nisa; 92.
few 2
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“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(vang lain), kecuali Karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa
membunuft  seorang  mukmin karena  tersalah  thendaklah) ia
memerdekakan seorang fumbu sabiava vang beriman serta membayar
diyyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuit itu), kecuali
Jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ...

ek
—

Kifarah
Macam hukuman ini dijatuhkan pada jarimah pembunuhan
karena kekeliruan dan menyerupal sengaja. Ketentuan ini berdasarkan

pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisi ayat 92.

S An-Nisaa [4]: 92.




4) Pencabutan hak warls dan wasiat

Pencabutan hak waris adalah jenis hukuman tambahan bagi
jarimah pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau ahli warisnya.
Seseorang yang tidak memiliki kerabat atau famili memang tidak
berhak mendapat baguan warisan, karena harta warisan hanya bagi
vang memiliki hubungan tersebut. Ketentuan tidak mendapat bagian

warisan berdasarkan pada hadits Nabi sebagai berikut:

£ - 8 AF LS L ': - 2 F l"’"
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“Dirtwayatkan dari jalur sanad ibn majjah < Abu Kuraib dan Abu
Abdullah Thnu Said al-Kibdiye < Abu Khalid al-Ahmar & Yahya
Ibnu Said & Amr ibnu Syn’aib, sesungguhnya Abu Qatada, seoang
laki-faki dari bani Mudlif membynuh anaknya lafu Umar mengambil
dari padanya 100 unta, 30 higgah, 30 jadza'ah dan 40 khalifah maka
Umar berkara: dimanakah saudara orang yang dibunuh ini? Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuh tidak berhak
menerima warisan '

Pembagian hukuman yang kelima ini merupakan pembagian
vang sangat penting, karena inilah substansi hukuman dari hukuman
Islam. Oleh karena itu kita harus tahu apa-apa yang termasuk dari

bagian-bagian itu.

" Abi Abdillah Ibnu Yazid, al-Hasbi al-Haswaini ibou Majah, Surren [howe Majah, Juz I
=zirut: Dar al-Fikr, 19935), him. 86.
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¢ Hukuman untuk jarimalr ta 'z
Hukuman fa'=ir sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi

adalah sebagi berikut:

a -
ca, 8 e b & A2 2 R e E L

1 ;-}JJEL:‘_:}E;IM f'jrf)—f;a(j&‘_'ﬂ'lfu Jg;",r_'-lﬂj

“Ta'=ir adalah ndeunan pendidikan atas dosa (tindak pidana) yvang
hoefwn dditertkanu dkimannyva ofel svara™

Hukuman fe¢'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi
perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’,
sehingga penguasa diberi kebebasan umtuk menentukan macam pidana
atau hukuman yang pantas dijatuhkan pada perkara tersebut. Oleh sebab
itu, sikap penguasa menjadi pertimbangan yang utama, supaya tidak
terjadi ketimpangan dalam menjatuhkan pidana serta nilai-nilai keadilan
vang diutamakan

Selain itu macam hukuman fa 'zir memungkinkan berbagi jenis
hukuman vang akan dijatuhkan terhAdap jarivicdi tergantung situasi,
kondisi dan berat ringannya jerimah. Adapun jenis jenis hukuman sa "zir
adalah:

I) Hukuman mat

2} Hukuman jilid

3) Hukuman kawalan

43 Hukuman pengasingan

5) Hukuman salib

* Abi Hasan Ali lbn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baqhdidi al-Mawardi, al-4hkam al-
mival eer f, (tkp : Dar Al-Fikr, 1960), him. 236




6) Hukuman pengucilan

Ty Hukuwman ancaman

$) Hukuman denda.”’

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembagian hukuman

menurut hukum Islam, lebih jelasnva lthat tabe! di bawah i

1__ Penggolongan Jenis Tindak f ’
£ Hikiiiaa = Hukuman Keterangan
| Pidana [
L | Fudived [. Zina [, Dera 100 kali Bagi yang
2. Pengasingan belum
| 3. Rujam menikah
2, Qad=af | Dera 80 kali
. (Menuduh Zina) | Bagi yang
f 3. Minum Khame Dera 80 kali menikah
: 4. Pencuriun Potong tangan
! 5. Hirdbah 1. Hukunian mati Ditambah
I || {Mengganggu 2. Hukuman mati tidak
Keamanan) dengan disalib diterima
| 3. Potong tangan menjadi saksi
dan kaki
. o, Muriued 4, Penpasingan
7. Pemberontakan Hukuman mau
20 Qisay -Diyyad | 1, Pembunuhan Hukuman mati Jika ahli
sengaja warls ma,
2. Pembunuhan | vyt dapat
menyerupal . dimanlaatkan
sengaja i baik dengan
3. Pembunuhan | Iyt atau tanpa
Karena | diyat.
kesalahun | Jika korban
4, Penganiavaan i Pembaliasan mau, dapat
: L e
_ setimpal dlmaafkan:\.ﬂgﬁ
5. Menimbulkan | Dt
luka karena
kesalahan | .

O Abmad Wards Muslich, Pewgamiar dan . lme 162

U Topo Samoeso, Menggagas Hukum Pidana ., WNim. |88




3, Perusakan puasa

Perusakan throm

5, Melanggar
sumpah

6, Menggauli st
pada wakiu
datang bulan

7. Menggauli istri

3. | Kifirah 1. Pembunulan Muembebaskan |
menyerugi hamba, memberi |
sengaji mukan vrany !

. Pembunuhan miskin, memberi
karena pakaian orang
kesalahan miskin, berpuasa |

]
|
|
|

-

e e e o e S B e
A%}

. sesudah
y | | mendhiharnva .
% | Ty Tindak pidana [ 1. Hukuman mati Sebagai {
| I

selain di atas ‘ pengecualian,
tidak semua
fugaha setuju

2. Hukuman

L deraliud

| 3, Hukuman
kurungan

| 4. Pengasingan

; 5. Hukuman salib

! 6. Hukuman

i pengucitan

7. Ancaman,

| lewuran,
Perneiin

§ Dends |

I

Dalam hukum positil; semua jenis pidana (hukuman) yvang diberikan
Lepada pelanggar hukum telah diatur dalam KUMP. Dar semua jenis pidana
Cukuman) sebagaimana yang telah tertuang dalam KUMHP, dapat dibedakan ke

dalam dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.*”

Y Andi Hamzah, Azas-czay Hukne Prdee. (akaria Rineka Cipra, 1994), hlm 173




I Pudana Pokok
a. Pidana mat
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda

e, Pidanan tutupan (UU No 20/1946)

L)

Pidana tambahan
a. Pencabutan beberapa bak vang terlentu
b, Perampasan beberapa barang yang tertentu

e . e T
¢ Pengumuman putusan hakim,

Bagr suatu kejahatan ataun pelanggaran hanya boleh digatubkan satu
hukuman pokok, “kemulest™ (pembenaran rangkap) lebih dar satn hukuman
pokok tdak diperkenankan, Akan tetapi dalam undak pdana ckonormi {undang-
undang darurat No, 7/1933) dan undak pidana spbvers: (Panpres No, 1171963),
komulas) hukuman dapat dijatuhkan, vakni hukuman badan dan hukuman denda.

Menurut Pasal 35 Kiwb Undang-Undang Hukum Pidana ini, dalam

beberupa hal vang ditentukan, selam dan situ hukuman pokok dijatuhkan pula

(ditambah) dengan salab satn dan hukuman ambahan, 1 lukuman tambahan
hanva scbagar penambah hukuman pokok, jadi 1k dapat digawhkan hukuman

. 5
tersendin,

* Sueandhi, KUHP dan Penjelasannya,(Surabaya: Usaha Nasional, [980), him, §2.
U thad, him 13,
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Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan antarn pidana pokok dan  pidana
wamibahan
I Prdana Pokok
o Prdana mati
Pidana mati dijatuhkan atas Kejahatan-kejahatan berat, seperti
kejabatan terhadap keamanan negarn, pembunuban yane direncanakan,
vencurian dengan pemberatan, dan  pemberatan di lau. ¥ Delik yang
diancam dengan pidana hukuman mati di dalam KUHP adalah 9 jenis
kejahatan/delik, yaitu
1) Pasal 104 KUHP
2} Pasal 111 ayat {2) KUHP
3) Pasal 124 ayat (1) KUHP
4y Pasal 124 KUHP
5) Pasal 140 avat (3) KULIP
6 Pasal 340 KUHP
Ty Pasal 365 ayat (4) KULIP
8 Pasal 444 KUHP
9) Pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat (22 KUNP.>
b. Pidana Penjara
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa menghilangkan
sifat kemerdekaan. Pidana yang berupa menghilangkan sifat kemerdekaan

i bukan hanya dalam benwk pidana penjary, wtapl juga berupa

L5 i 3
= Alwvad Wardi Muslich, HMesvenrtar dee - blme 163
. ek

A Bameeahy, Asees-Awes Hekonn . bb 177




44

pengasingan, Macam-macam pidana penjara juga bervariasi, dari penjara
minimal satu hari sampai pidana penjara seumur dup. Pidana seumur
hidup hanya dapat dijatuhkan apabila dalam suatu kejabatan terdapat
adanya ancaman pidana mati (pidana mat atau seumur hidup, atau
penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya maksimum pidana penjara
adalah 15 tahun. Pengecuahian-pengecualian  terhadap ketentuan-
ketentuan tersebut terdapat diluar KUHP, vanu dalam undang-undang
pemberantasan  tindak pidana korupsi (UU Nomor 3 thun 1971),
maksimum ada'ah pidana penjara scumur hidup tanpa ada pidana mati ™
Pridana Kurungan

Melihat pendeknya pidana kurungan dibanding dengan pidana
penjara, kita dapat menarik kesimpulan babwa pembuat undang-undang
memandang pidana kurungan febib ningan dan pidana penjara. Lebih
tegas lagi hal mi ditenmukan oleh pasal 69 KUHP, bahwa berat nngannya
prdana ditentukan oleh urutan-urutannya dalam pasal 10 KUHP, dimana
ternvata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati
dan pidana penjara. Perbedaan lain dengan pidana penjara, alah bahwa
dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana  kurungan  tidak  dapat
dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada wakiu

: C 53
cksekust, tanpa kemauan sendirn,

bt Wim 179
Uded, hlme 183-184,
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d. Imdana Denda
Midana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih wa dari
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mat. Pada zaman modern
ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ningan, berupa
pclunggarﬂn atau kejahatan ringan, Oleh karena it pula. pidana denda
m:rupa.kan satu-satunya pidana yang dipikul oleh orang lain selain
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak
ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar olch orang atas nama
terpidana.™ Hasil penagihan denda diperuntukan bagi kas negara,
walaupun peraturan negara itu dibuat oleh peraturan daerah, begitu pula
biayva untuk pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun
peraturan pidana itu dibuat untuk pemerintab daerahnva pula.”
¢.  Prdana Tutuparn
Dalam KUHP terjemuban Badan Pembinsan Hukum Nasional
(BPHIN) pada pasal 10 dicamumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok
bagian terakhir di bawah pidany denda. Prdana watupan disediakan bagi
para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi
vang dianuinya. Tetapi dalam prakeek peradilan dewasa ini tidak pernah

ketentuan tersebut diterapkan, ™

* Thid., hlm. 187-188.
* b, hlne 190,
* thid  hlme 191




= Pidana Tambahan
a2 Pencabutan hak-hak terentu
Pidana cabutan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak beraru
hak-hak terpidana dapat dicabut. Pecabutan tersebut tidak meliput

- pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dun hak-

huk ketatanegaraan. Lamanya janglu wakw pencabutan hak-hak tertentu

adalah! pada pidana scumur hidup, lamanya adalah seumur hidup, Pada
pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling
sedikit dua tahun dan yang paling banvak lima tahun lebih lama dari
pidana pokoknya.™

Adapun hak-hak vang dapat dicabut sehagaimana disebut dalam

Pasal 35 KUHP, yaitu

1) Hak yang memegang jabatan pada umumnya atau jabaian tertentu,

2y Hak memasuki angkatan bersenjata;

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum;

4) Hak menjadi penaschat (readsman) atau pengurus menurut hukum
“gerechteljike be wind voerder” hak menjadi waly  pengawas,
pengampu atau penganipu pengawas, atau orang vang bukan anak-
anak sendiri:

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau

pengampuan atas anak sendiri;

¥ ik him 192,
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6) 1lak menjalankan pencabarian (hervep) Lot
rdana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan,
seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua mucam barung yang
dapat  dirampas, vaitu pertama barang-barang  yang didapat  karena
kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan
dalam meiakukan kejahatan, Dalam hal itu berlaky ketentuan umum yaitu
haruslah kepunyaan terpidana,”" |
Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa “apabila hakim
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-
undang int atau aturan waen vang lam, maka harus ditetapkan pula
bagaimuna cara melaksanakan penintah atas biaya 1crpiduna“.":

Schenarnya semua putusan hakin sudah divcapkan dalam sidang
terbuka untuk umum tetapi agar kejadiannya diketahui orang banyak,
schagai hukuman tambahan itu disiarkan secara istimewa dan sejelas-
jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim melalui surat-surat
kabar, radio, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya.

Semua biaya penyiaran  dibebankan  kepada terhukum  yang  dapat

{0l

Sugandhi, KUHP den o Dme 31

Andt Hamzah, Ascev=claces Aickonr oo hlm, 1595,
Sugandli, KUHP dem ., hdm, 49
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dipandang sebagai suatu kekecualian dari dalil bahwa semua biaya
penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh negara.®

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi hukuman
pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat
disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat

waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan

curang dan seterusnya.”

D. Hak-hak Korban Dalam Persoalan Pidana
Dalam hukum [slam hak korban sangat diutamakan ketika orang yang
membunuh dihukum gisas, diyyver ataw ta'=ir. Hukuman gisds, diyyat 1alah
jarimalr vang diancam dengan hukuman gigéas atau diyvyvar, Baik gigay atau diyyat
keduanva adalah kukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya
dengan hukuma hadd adalah bahwa hadd merupakan hak Allah (hak
masyarakat), sedang qisas, diyyar ialah hak manusia (i ndividu).*’

Hubungannya dengan hukuman ¢isds dan diyvar, maka pengertian hak

manusia disini adalah bahwa hukuman terscbut bisa dihapuskan atau dimaafkan
oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarfmaf
giydy - dnvat 1tu adalah:

I. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh

svara’ dan tidak ada batas minimalnya atau maksimal,

™ Ihidd , hlm. 49,
# andi Hamzah, Asas-Asas Hukum ..., him. 198,
“ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan ..., him. 18,
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= Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (indvidu), dalam ari bahwa
Korban atay keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap
pelaku™
Kemudian berkenaan dengan hak korban, ketika ada pergeseran hukuman
&an gisdy ke diyvat, maka hak korban bisa diketahui melalu diyyat. pengertian
divar di sini sebagaimana Ahmad Wardi Muslich, mengutip dari Sayyid Sabig
saitu sejumlah harta yang diberikan kepada pelaku, karena terjadinya tindak
pidana {pembunuhan atau pengamayaan) dan diberikan kepada korban atau
walinya.”" Untuk penctapan  banyaknya harta yang dikeluarkan, sebagai
pemberian diyvar, Khalifah Umar bin Khatab menetapkan penduduk yang
memiliki emas, maka dtyamya seribu dinar, dan untuk perak diyamya sepuluh
ribu dirham,"™

Hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

- o LT I du Az e Bog o5 oo fLg e e e e
;L_r_, ,"l'-'jl ‘,;'-'1| sllagl L JL:--.-.-% - -LA..M[JJ.:."FI 1 Ve El I\“‘ll.:.f- LQ-«-I‘I A o e s

Pl

S5 ¥l Ee i T I G s i i INE T T A
~4 3

o :LJJ;A}EL,, AT JL,de,uu NERpey aﬁ 0 ;LJnJAE
69
(24l

“lelaly menceritakan kepada sava (A Daud) Musa bin [snail 1elaf;
mencertiakan kepada saya Hammad ielap memberi habar kepade saya Muhamad
bin Ishak dari ‘Athe bin ab Robah; Sesunggrhnyva Rosulallah S4 W, telah
memuruskanRasuluflah telaf menduskar dalam divvar untuk pemilik unta.
seratus ekor wnta, untwk pemilik sapi dua ratus ckor sapi, untuk pemilik kambing
duaribu ckor kambing dan pemilik pakatan duaratus stel Pakaian” (Hadits
diriwayatkan Abu Dawud),

“lhed, Wlm 18-10,

" fbid, him. 166,

" Wahbal Zubaili, af Figh al-fvfami | him. 302

" Abu Daud Suleman, Azar as-Sajasian, Sungn Ahi Desned, Suz K, (Beirut: Darul Fikr, 1414
HOT999 M), hlm 382
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Dari beberapa keterangan tersebut, berapa banyak denda yang harus
dikeluarkan oleh pembunuh kepada keluarga atau korban, maka apabila
divvamya unta, jumlahnya seratus ekor, sapi dua ratus ekor, kambing dua ribu
ckor, dan pakaian duaratus setel, uang emas seiribu dinar, dan untuk perak
sepuluh ribu dirtham. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan
ulama, kecuali-apabila diyyar dibayar dengan emas, maka jumlahnya seribu dinar,
dan apabila dibayar dengan vang perak maka jumlahnya sepuluh ribu dirham.
Sedang menurut jumhur ulama, apabila diyyar dibayar dengan perak, jumlahnya
dua belas ribu dirham, sebab perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan
kurs uang emas dan uang perak. Menurut Hanafiah, nilat satu dinar setara dengan
sepuluh dirham berdasarkan hadits (atsar) Umar vang diriwayatkan oleh Baihaqt
melalui Imam Syafi’i. sedangkan menurut Jumhur, nilai satu dinar sctara dengan
dua belas dirham, berdasarkan hadits Umar melalui Amr [bn Syu’aib tersebut w

Dalam hukum positif, kajian terhadap korban sebagaimana dikemukakan
oleh Angkasa yang mengutipnya dari Schafer yakni, the victim and his eriminal a
study m functional responsibifity, tampaknya dapat dikaitkan dengan tiga
periodesasi, vakni: “The Golden Age of Tha Victin™ (Jaman keemasan korban),
“the decline of the victim 7 (jaman kemunduran korban), “The revival of the
victime s smportance” (Jaman kebangkitan kepentingan korban),”'

Pada zaman keemasan tampak bahwa hak-hak korban begitu besar. Jaman

keemasan korban, diawali ketika masyarakat masth dalam kebudayaan primiuf.

™ Ahmad Wardi Muslich, Huknm Pidana - hlm. 169-170,
" Anukasa, Kedwdukan Kerban dalam Sistem Peraditan Pidana, (Semarang: Disertasi
Program Doktor llmu Hukum Universitas Diponegora, 2004), hlm. 38,




_ Dalam kebudayaan primitif korban tindak pidana menghukum peluku kejahatan
melalui pembalasan atau balas dendam. Boleh diartikan juga bahwa korban yang
menderita luka jasmani atau kerusakan, keluarga korban atau korban berhak
mengambil apa yang mereka inginkan dari pelaku jtu sebagal ganti rugi atas
tindak pidana

Besarnya ganti rugi bervariasi tergantung beberapa faktor yang menjadi
acuan. Dicontohkan pola Hfugao di Luzon Utara, penentuan ganti kerugian korban
dipertimbangkan dari lima faktor yang bersitat krisis yaitu: sifut kejahatang
kedudukan klas vang terlibat dalam perkara; solidaritas tingkah laku dan
kelompok vang bertentangan; kepribadian dan reputasi dari dua kelompok; serta
kedudukan geografis dari dua kelompok yang berperkara,”

Pada ubad keduabelas, bagian korban muli banyak berkurang, ditambah
sampai akhirmya raja atau bangsawan mengambil seluruh pembayaran dari
penjahat. Hak korban dalam ganti rugt dalam hal ini, digant dengan denda yang
besarmvit ditaksir oleh pengadilan dan dibayar oleh penjahat kepada raja,
Hilangnyva konsep ganti rugi kepada korban, Karena keinginan pihak raja dan
kaum bangsawan modal untuk memperoleh kekuasaan yvang lebih besar terhadap
rakyal dan arogansi raja dan kaum bangsawan yang berusaha mengambil alih
seluruh komposisi korban.”

Pada jaman kebangkitan korban terdapat suatu pandangan peradilan yang

menuntut korban dapat dilihat lagi dalam pengertian vang lebih, baik sebagai

-: Angkasi, Aednadnkan Korban, ., hlm, 35-39
b, hlm 90,
b him, 92
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o yony dilukai maupun sebagal pelaku Dadam perkembangan hak-hak
corban i kian mendapat pethation dart berbugn negara. Seperll di Wisconsin
terdapal sualu  peraturan  yang mengalur tenlang hak-hak korban  untuk
diamandemen vang dinamakan Fhe Wisconsin Victin's Rights Constitutional
Amandement, Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa hak-hak korban tindak
pidana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bertujuan antara lain
untuk mencapai keadilan, melindungi martabat masyarakat dan menghormati
sebebasan pribadi masyarakat secara schat.”

Persoalan mengenai ganti rugi telah dijelaskan ketentuan hukumnya
dalam KLU/HP sebagaimana vang tersebut dalam Pasal 14 C, yuitw;
“Pucda permital yang tersebut dalaimn pasal 144, kecwalt dalam hal dijatuhkan
pidana denda, maka bersama-semea dengan syarat wmum, balwa orang yang
dipidana (ak ukan melakukan tindak prdana, hakim boleh mengudakan syardt
harus, balvwa orang yang akan dipidana it akan mengganit berugian yang
terjaddi karena tindak prdana i, semuanya wlal s hagamya sajd, yoang cken
ditentukun pada perintah iftu dalam wakin yang akan dueniukan pada perintah
i Juga, vang kurang daripada masa percobaan itu e

Malcsud dari Pasal 14 C KUHP ini adalah hakim menjatuhkan pidana
percobaan, maka disamping penetapan svaral umum bahwa terhukum tidak akan
melakukan undak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terhukum
dalam wakie tertentu, vang lebih pendek dari masa percobaannya, harus
mengganti scluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
1t

Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpat berbagatl Kitab undiang-

undang hukum, Salah saw diantaranya 1alah yang berasal dari zaman Majapahit,

™ Anckasa, Kedndikan Korban. ., him. 97
"R Sugandhi, KUHP L hime 21
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yang discbut “Perundang-undangan Agama”, Dalam perundang-undangan ini
terdapat prdana pokok berupa ganu kerugian atau panglicawa atau patuku cawa.
Meskipun ketentuan ini tidak berlaku namun ada baiknya untuk disebutkan di
sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk
menggali hukum 35!5 dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum
asli i, misalnj,-'a':

Fasal 242 Undang-Undang zaman Majapahit .

“Rarang st naik pedati, kuda atan kendaraan apapia, Jika melanggar alat
menginjuk hungga mati, ia sendivi saisnya dikenofan dloendy dua luksu ofel raja
yang herknasa, ditambah vang ganti kerugian (pemidara) sehanyak delapan tali
kepada pemilik orang yang terlaneear i, atart kepada sanak saudara orang
Varg maty u”

Dalam konsep hukum pidana sebagaimana tersebut dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana maupur. dalam Kitab Undang-Undang Tukum Acara
Pidana, beban ganti rugl diberikan kepada si pembuat. Pidana tambahan yang
berupa pengenaan kewajiban ganti rugt dengan sendivinya dijatuhkan kepada
terdakwa vang telah dinyatakan bersalah melaksanakan suatu tindak prdana.
Demikin pula penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana
vang bersungkuan, terhukum dalam perkara inilah yang membayar ganti rugt.

Adapun tujuan pemidanaan pada umumnya adalah |
a, Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lags,
b, Mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak

melakukan tindak pidana seperti vang dilakukan oleh si terhukum,

¢ Mendatangkan suasana damai atau menyelesatkan konthk

i to, Mekem deany Hwdioey ik Wil 1835




d. Pembalusun atau pengimbalan darl kesalahan si |.}cml'rl.::|.l."""
borlu kita ketahui pula bahwa hak-hak korbun bukan hanya ganti rugi
saja. Dimana Angkasa mengutip dari Bambang Pramono yang menyatakan
bahwa korban mempunyai hak-hak antara lain -
I. Mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai kemampuan pembuat
korban mr:ml;eri kompensasi dan taraf keterlibatan korban dalam terjadinya

tindak pidana.

]

Menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korbun (karena Korban

tiduk memerlukannya),

Nad

Mendapat kompensasi untuk ahli warisnya (bila korban meningeal dunia
akibut tindak pidana tersebut).

4. Mendupat pembinaan dan rehatilitasi.

L

Mendapat kembali hak miliknya,
6. Menolak menjadi saksi bila akan membahavakan dirinya.

7. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor

dan menjads saksi.

8. Mendapat bantuan penasthat hukum.

9 Mempergunakan upaya hukum. ™

" Erni Widayanti, SH., Hak-hak lersangka Terdakwa o Dalain KUHP, (Yogyakarta:
Liveny, tanpa tahun), hlm. 48-49.
" Anukasa, Kedudiken Korban .| him 98,




BAB I
PEMAAFAN KELUARGA KORBAN SEBAGAI FAKTOR KERINGANAN

HUKUMAN

A. Pengertian Pemaafan

Dalam bahasa Arab kata maaf yaiw i vang berarti memberikan maaf/

pcmaafan.' Sedangkan secara istilah, menurut Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah, pemaafan ialah membebaskan terhadap adanya tuntutan hak gisas.
Menurut mereka hukuam diyves merupakan pengganti hukuman dari gisas,
bukan dengan pengampunan melainkan harus dengan perdamaian. Dengan
demikian, penggantian hukuman giséy dengan divyar tidak bisa ditetapkan secara
sepihak melainkah harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali
keluarga korban dan pihak pelaku (pembunuh).” Akan tetapi menurut Syafi’iyah
dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman gisds, juga
secarn otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diyvar sebagai hukuman
pengganti, dan wali korban berhak memilih gusay atau diyyat, tanpa persetujuan
ralaku (pembunuh).®

Sedang menurut Topo Santoso, dalam suatu tindak pidana pada dasarnya
keluarea korban berhak untuk menuntut agar si pelaku dijatuhi hukuman yang
setimpal vaitu gisds, akan tetapi kalau dimaafkan itu Iebih baik, dengan demikian
pemaafun keluarga korban harus diperhitungkan dalam sistem peradilan Islam

schingoa si pelaku tidak dihukum mati tetapi dia harus membayar diyyar,

' Mahmud Yunus, Kamus Arab-{ndonesia, (Jakara; Hida Karya Agung, 1990), him, 273,

* Ahmad Wardi Muslich, Huknm Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. 161,

Y Abd Al-Qodir Audah, de-Tasyrs Al-Siay Al Istamy, Juz 11, (Beirut: Dar al Kitab al A'rabi,
tanpa tahun), hlm 138,

51




52

sejumlah vang tertentu untuk keluarga korban,' Kemudian dalam bukunya beliau
mengatakan bahwa ketika giyds dan diyyar dimaafkan maka hukuman
penggantinya ialah ta ‘=i’

Dalam hukum positif arti pemaafan ialah alasan yang dapat

menghapuskan ‘kesalahan terhadap terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa tetap melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana.® Akan tetapi
perlu diketahui alasan yang dimaksud dalam pemaafan di simi ialah hal yang
dapat dibuat perimbangan hakim untuk mervingankan hukuman yang akan
dijatuhkan oleh hakim.’

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemaafan berasal dari dasar “maat™
vang berarti, pembebasan seseorang dari hukuman, yang kemudian ditambah
awalan pe- dan akhiran -an yang kemudian menjadi pemaafan yang artinya;

¥
proses. pembuatan, cara memaafkan; pengampunan,

B. Dasar-Dasar Pemaafan

Dalam hukum Islam, hukuman gisés scbagai jenis hukuman yang harus
dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dapat

menjadi hapus oleh karena adanya hal-hal sebagai beri kut;”

¥ Wawaneara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Tangeal 25 Januar 2007,

" Topo Sadtoso, Membumikan Hikim Prodanea Istam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan
Agemda, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 37.

“ Moeljatng, Asav-Asey Hukwm Pidana, ( Jakana; PT. Asdi Mahasalya, 2000 ), him. 137.

! Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim di Pengadilan Neger Purwokerto, Tanggal
3 Januan 2007

* T Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Sesar Bahasa Indonesia,  (Jakana:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1988), hlm. 540

¥ Ahmad Djazuli, Figih Dinayah, Cer 11, (Jakana: Raja G-afindo Persada, 1997), him. 150




I Hilungnya tempat untuk di giséas.
2. Pemaalan.

Perdamatan,

Lad

4. Diwariskan hak grsas.

Dari beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman gisés sebagaimana
tersebut di atag,adanya pemaafan dari pihak keluarga korban, seseorang yang
melakukan pidana yang diancam dengan hukuman gisés dapat terhindar dari
hukuman ¢isds tersebut. para ulama menyepakati disyari’atkannya pemaafan
terhadap hukuman gisés. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang

berbunvi:

o -
-

s al & -
(E0 !:--Um) 4] 5:}1.&5' }:;,_B 1&1 Sooal L;.:;J‘

“Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak gishash it
(menjadil penebus dosa baginva """

Disamping berdasarkan pada nash al-Qur’an, anjuran pemberikan maaf

dalam Islum juga berdasar pada hadits Nabi SAW vang berbunyi:

o ; it a4 e N T S Fo - wa :.-:,,
& o elkeE E g *Ifuﬁgéﬂfﬂdfm.xfpub&f“gﬁwybb

Jo T GG “UL’JJJ‘FUP asnan
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“Telah menceritakan kepada saya (Abu Daud) Musa bin Ismail telah
menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdillah al-Muzaniu, Dari
Atho bin Abi Maemunah,Dari anas bin Maiik la berkata: Sepengetahuan
sava setiap ada perkara qisas diluporkan kepada Rosulalia SAW, maka
beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan” (H.R Abu Daud).

" Depag RV, Al-Onr'an dan Terjemalnya (Semarang: Toha Putra, 1996}, hlm, 215
" Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz 1V, (Kairo: Da: al Hadits, 1999}, him, 1925.
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Pomaafan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, merupakan
pembebasan dari gisas, dan tidak secara otomatis mengakibatkan adanya
hukuman divyar. Adanya pemberian diyyar scbagai ganti dari hukuman gisay
merupakan suatu bentuk perdamaian diantara kedua belah pihak, yakni terdakwa
keluarga korbar. Akan tetapi menurut Syafiiyah dan Hanzbilah, pengampunan
itu disamping menggugurkan giydy, juga secara otomatis mengakibatkan
ampilnva hukuman diyvar sebagal hukuman pengeanti, dan wali korban berhak
memilih gfyay atau diyyat, tanpa menunggu persetujuan pelaku { pembunuh). &

Dalam hukum positif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat 1
dan 51 ayat | KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang pada
umumnya sebagai perbuatan pidana, dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap
sebagai perbuatan pidana, dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap olch
Undang-Undang sebagai perbuatan yang dibolehkan, yang berarti bukan
merupakan suatu perbuatan pidana lagi. Keadaan-keadaan tertentu sebagaimana
vang dimaksud oleh Undang-Undang merupakan alasa-alasan peniadaan pidana,
yang dalam hal ini ada alasan pembenar dan alasan pemaaf."?

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan
hukumnya suatu perbuatan, schingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu
menjadi perbuatan patut dan benar. Adapun yang termasuk dalam dasar
pembenar adalah bela, paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, dan purinlahjuhulun.]"

2 Abd Al Qodir Audah, Ae=Tewyrr al<finey . him 158,
" Jan Remmlink, Hukun Picdarsar,(Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm, 203,
" Nloeljatno, Asav-Asay Huwkim FPickai.(Jakarta; Rineka Cipta, 2000 ), hlm. 137,
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pembenar adalah bela,paksa kecadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, dan perintah jabatan."

Seseorang yang melakukan perbuatan misalnya, dengan menuntut untuk
membela badan atau membela kesusilaan atau harta benda miliknya atau orang
lain dari serangan yang melawan hukum yang dihadapi seketika itu atau
dikhawatirkan a_kan menimpanya, maka ia tidak dihukum, Inilah yang disebut
daya penghapusan pidana dari kelompok dasar pembenar, yaitu bela paksa, 2

Sedang alasan pemaaf adalah alasan yang bersangkutan dengan
menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakw tetap
bersifat melawan hukum atau tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi oleh
karena perbuatan melawan hukum tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang,
maka perilaku perbuatan-perbuatan pidana tersebul dianggap udak melawan
kesalahan/ tidak bersalah.'® Akan tetapi berbeda dengan pemaatan keluarga
korban,Pcmaalan keluarga korban merupakan alasan yang dapat dijadikan
sebagat  hal-hal yang dapat meringankan hukuman, yaitu sebagai bahan

: . . 17
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

C. Syarat-Syarat Memberikan Pemaafan
Untuk mencapai sesuatu kita harus memenuhi syarat-syarat terlebih
dahulu, kalau udak tercapar syarat-syarat itu maka tidak akan tercapai apa yang

akan menjadi wijuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam memberikan

Y Mocljaino, dsas-Asas Hukun Pickaio,{Jakarta; Rincka Cipta, 2000 ), him. 137.
¥ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syarien Dedom Konteks
Meglersiios, Cer 1 {Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2001), hlm 170,
1t Mulino, Azas-Azeay Hukoeee Palana . o 137,
7 Wonaneara dengan Amsar Simanjuntak, Hakig di Pengadilan Negeri Purwoberto, tanggal
3 January 2007




suatu pemaafan kepada si pelaku tindak jarimah pembunuhan harus ada syarat-

syarat terlebih dahulu. Sebagaimana oleh Wahbah Zuhaili dikemukakan dalam

kitabnva “a! Figh al Istam wa adillatuhi” bahwa disyariatakannya orang yang

memberikan pemaafan kepada palaku tindak jarimah pembunuhan vaitu

1. Orang yang ‘memberikan ampunan adalah orang yang sudah baligh dan
berakal. dengan demikian tidak sah apabila yang memberi ampunan itu

adalah anak - anak atau orang gila.

=2

Adanya pernyataan ampunan dari orang yang berhak memberi ampunan,
karcna adanya pengampunan itu menggugurkan hak (gisas) maka gugurunya
hak untuk gisds itu tidak bisa diterima dari orang yang tidak berhak untuk
memberikan ampunan,

Dan orang yang berhak memberikan ampunan adalah ahli waris baik laki-
laki maupun perempuan dan korban.'®

Topo Santoso mengatakan bahwa, svaral-syarat memberikan kerelaan

ialah:
1. Dalam keadaan sadar
2. Sukarela tidak ada paksaan
3. Negara tidak boleh ikut campur dalam memberikan pemaafan
4. Tidak boleh meminta diyar yang melampaui batas (harus sesuai dengan

ketentuan hukum Islam)

¥ Wahbah Az Zuhali, al-Figh wa Adillamim, Juz V1, (Dimaskuss: Dar al-Fikr, 1989),
- m.288.
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5. Orang yang memberikan pemaafan yaitu keluarga korban, atau harus ada

hubungan nasab atau kedekatan dengan si korban.'”

Adapun ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah

scbagat berikut :

a. Beberapa ahli waris laki-laki

b

2

8.

9.

Anak laki-laki
Anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) dan seterusnya

kebawah.

. Ayah

Kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.

. Saudara laki-laki yang seaya seibu

Saudara laki-laki seayah
Suudara laki-laki seibu.
Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu.

Anak laki-laki saudaranya seayvah.

10. Saudaranya laki-lakinya ayah sekandung.

b. Beberapa ahli waris perempuan

l.

2,

=

_lUI

Anak perempuan

[bu

. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,

Ibunya ibu ( nenek dari ibu ) dan seterusnya keatas

Tbunya bapak ( nenek dari bapak } dan seterusnya ke atas

* Wawancara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Tunggal 25 Januari 2007,




6. Saudara perempuan sekandung

7. Saudara perempuan seayah

8. Saudara perempuan seibu

9. Isteri®

Dalam hukum positif, syarat untuk memberilan pema’afan kepada pelaku

suatu pidana (pembunuhan) adalah mereka yang mempunyai hubungan darah
kekerabatan dengan si korban. Mereka itu bisa orang tuanya, neneknya, ataupun
walinya atau yang berhak atas dirinya atau boleh dikatakan mereka yang

mempunyai hubungan lebih dekat terhadap si korban sehingga dapat memberi

pemaatan terhadap terdakwa.”!

fl' Dian Kharul Uman, Fikih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him, 159,

Wawaneara dengan Amsar Simanjunak, Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto,
Taneeal 05 Jamuwri 2007,
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PIDANA DAN PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN 255270/

‘--___._-

A. Pidana

Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah
dikenal dengan tiga istilah, vaitu jindvah, jarimah, dan ma ‘shivah,! Para
ulama mendefinisikan istilah jinéya/t dengan mengacu pada hasil perbuatan
seseorang yang dilarang menurut syara’, Dengan demikian yang dimaksud
dengan istilah jindyvah adalah jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh syara’
dan diancam dengan hukuman fadd atau fa o

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al Mawardi
adalah sebagai benkut:

-
B s & F
3 '|

l J.a-_. - _lp} PR

“arimal adalah perbuaian-perbuatan vang  dilarang oleh svara' yang
i F
chicicam odelt Allah denpan hubkume fed aione tazie )

Dalam istilah lain jerimah discbut juga jidvah. Menurut Abdul Qadir

Audah. pengertian jindayvah adalah sebagai berikut:
JJ;&JH‘JL; ﬁ&&;ﬁlﬁ};\};,fﬂ;ﬂrﬁﬁﬁﬁdwh

“Iimtvah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’,
haik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya ™. d

! Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana [siam, (Bandung: Asy-Syamil Press dan
Grafika, 2000y, him 132

LA Djazuli, Figih Jinavah, (Jakana: Rajawali Pres, 1996), him, 1.

' Abu al Hasan al Mawardi, 4/ Alkam As-Sulthanivah, (Mesir: Mushthafu Al-Baby Al-
Halaby, 19753}, him, 219

* Abd. Al Qadir Audah, Ar-Tasri Al Jinaiy Al-lslamy, (Beirut: Dar Al Kitab Al *Arabi, tt),
flm 67,
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Dari kedua istilah tersebut, bahwa pindyah merupakan suvatu tindak
vang dilarang atau dicegah oleh syara’ (hukum Allah) yang apabila perbuatan
tersebut dilakukan mempunyai konsckuensi membahayakan agama, jiwa, akal,
kehormatan dan harta benda” Sedang jurimalt mencakup semua perbuatan
yang dilarang atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, akufl
maupun pasif. -

Sementara yang dimaksud dengan larangan untuk berbuat yaitu
mengerjakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syara’ seperti
membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya.® Dari kedua istilah jinfyah
dan gerimadr di atas, bahwa secara Jefiniuf bisa dikatakan berbeda, namun
pada tataran prakteknya kedua istilah tersebut digunakan dalam suatu arti yang
menunjukkan pada suatu perbuatan ying apabila dilakukan diancam dengan
hukuman hadd atau ta '=ir.

Sedang yang dimaksud dengan ma 'shiyah adalah melaksanakan suatu
vang telah dilarang oleh svari’at dan meninggalkan kewajiban yang telah
digariskan kepadanya.” Mengenai perbuatan  ma'shiyah  adalah  setiap
perbuatan yang diminta untuk meninggalkan secara tegas permintaan tersebut
ada kalanya terdapat dalam sebuah bentuk kata. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam fiman Allah SWT, yang herbunyi:

* Rahmat Hakim, Hukum Pidanea Islam: Figih Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

hlm 147

" thid.

" Abdul Qadir Audah, A Yasyri Al fslans, Juz £ (Berut: Dar al Muassasah al Risalah,
[995), him 127,




61

¥ - P dei "o'- P,
(v s Uy L s 2 a2l (ST S -

“Diharambkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi... s

Dalam hukum lslam, mengenai bentuk-bentuk hukuman pidana

tergantung dari sudut pandangnya, yaitu:

|. Ditinjau dart segi pertalian antara suatu hukuman dengan hukuman yang

lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu sebagal

berikut

a) Hukuman pokok (al-'Ugibah al-Asfiyah), yaitu hukuman yang

b)

¢

ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang
asli, seperti hukuman ¢isd@y untuk jerimah pembunuhan, hukuman dera

seratus Kali untuk jerimah zina atau hukuman potong tangan untuk

Jurimah pencunan.

Hukuman pengganti (wf-'Ugibah af-Buddliyal), yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan karena karena alasan vyang sah, seperti hukuman diyyat
{denda) sebagai pengganti hukuman gisés atau hukuman g¢ios yang
tidak bisa dilaksanakan.

Hukuman tambahan (ef-Ugithah af-Taba'iyal), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
tersendiri, seperti larangan menerima warsan bagi orang yang

membunuh orang vang akan diwarisinya, scbagal tambahan untuk

¥ Depay R A8 Qur ‘an dap Terjemalnye, (Semarang Toha Putra, 1996), him 6.
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hukuman qisds atau diyyad, atau hukuman pencabutan hak untuk
menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah gadzaf (membunuh
orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid
(dera) delapan puluh kali,

d) Hukuman pelengkap (ugiibah takmilivah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syaral yang harus ada putusan
\ersendiri dari hakim dan svarat inilah yang membedakannya dengan
hukuman tambahan, Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang

lelah dipotong di lehernya.’

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hukum dalam menentukan beral nngannya
hukuman, Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas
tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman cambuk sebagai
hukuman faded (80 atau 100 kali).

by Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim
diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua
batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk, pada tindak pidana

Fiom }
i :H‘.“

Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya masinya dalam

LR ]

Al-Qur’an dan Hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam,

vailu;

Y Ahmad Wardi Muslich, Pengentar dan Asas-Asas Hukum Isiam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 142-143.

W Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Istam dalam
Konteks Modersizas, Cet 11, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), him. 184-185.
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a) Hukuman yang ada nashnya, vaitu hadud, qisis, diyvat, dan kafarat,
misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak,
pembunuh dan erang yang menzihar isterinya.

b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan
hukuman fe'=ir, seperti percobaan melakukan tincak pidana, tidak
melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas."

Ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi

kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut ;

a) Hukuman badan (wqubah badanivvalt), yaitu hukuman yang dikenakan
atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara,

b) Hukuman jiwa (ugithah nafsivad), yaitu hukuman yang dikenakan atas
jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau
leguran,

¢) Hukuman harta (ugibafi madivah), yaitu hukuman yang dikenakan
terhadap harta seseorang, seperti dinnat, denda dan peramipasan harta.'?

Ditinjau dari segi jenis pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:

a) Hukuman fwedud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana
fiefreed.

b) Hukuman gigds-diyyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak

pidana gisds-diyyat.

"' A Dzazuli, Figih Jinayah ..., hlm 28,
= Ahmad Wardi Muslich, Pengamar dan ., him. 144,
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¢) Hukuman kafarar, vaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian
tindak pidana gisds-diyyat dan tindak pidana fa =ir.
d) Hukuman ra'=ir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana

o 13
ta'=ir.

Dalam h.ukum positif, mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-
Undang Hukur.n Pidana (KUHP), merupakan terjemahan dari istilah Belanda
strafbaar feit yang kemudian dipakai untvk menyebutkan apa yang dikenal
dengan istilah undak pidana ' Istilah lain yang maksudnya srrafbaar feit yang
perundang-undangan hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana,
perbuatan  yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan
pelanggaran pidana,”

Dalam perbentukan peraturan  perundang-undang  negara  tidak
diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan
strafhaar fei, schingga dalam hal ini timbul berbagai pendapat mengenai
pengertian sfrafbaar feit yang dimaksud oleh para ahli hukum, diantaranya:

I. Pompe, menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai tingkah laku
vang dalam ketentuan Undang-Undang dirumuskan sebagai sesuatu yang

dapat dipidana,

W oAbdul Dadir Audah, ar-fasel al-ding T al-fxfamt. Juz 1, {Beirut Muassasah ar-Risalah,
19951, him 634

" Adami Chawazi, Hukum Prdanc, Bagion [, (Jakaria Raja Grafindo Persada, 2001),
hlm &7

Y Sufjan Sastrasidjaja, Hukem Pidong, (Bandung. Armice, 1995), him. 111.
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Wirdjono Pradjidikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu
perbuatan  yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan
pelukunya dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.'®

Moeljatno, memberikan rumusan bahwa undak pidana merupakan suatu
perbuatan atau yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana, barang siapa melanggar larangan lersebut. 3

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa tindak
pidana dibagi menjadi dua macam unsur, pertama, unsur subjektif yaitu
unsur-unsur vang melekat dari diri si pelaku atau yang berhubungan
dengan diri si pelaku. Kedua, unsur objektif yaitu unsur-unsur yvang ada

- - 1%
hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku.

Adapun bentuk-bentuk pidana menurut hukum positif, menurut sistem

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa perbuatan-perbuatan

tindak pidana dibagi dua, vaitu kejahatan (eusdryven) vang termuat dalam

buku 1T Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran

(overiredigen) yang termuat dalam buku [l Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP)."

him 2

' Ibied, him. 113,
M Sudrajat Buzer, Findak-Tindak Pidana Tertentu, (Bandung: Remaja Karya, 1986),

®PpAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukium Pidana of Indonesta, (Bandung: Sinar Baru,

1984), him. 183-184.

14

Wirdjono Prodjodikoro, Yindak Piduna Fertenme di Indonesia, (Bandung Eresco,

1930), hlm. 4
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak
memberikan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk membedakan
antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi kriteria untuk membedakan
antara kejahatan dan pelanggaran, didasarkan atas perbedaan prinsipil.™

Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa antzra kedua macam
lindak pidana’kejahatan dan pelanggaran terdapat perbedaan yang sifatnya
kualitatif, yang mana ukuran ini akan diperoleh dua macam tindak pidana atau
delik scbagai berikut:
|. Raci deficten, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-
Undang atau tidak. Jadi hal ini adalah suatu yang benar-benar dirasakan
oleh masvarakat suatu vang bertentangan dengan keadilan, misal
pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, sehingga delik-delik semacam

ini dapat disebut dengan kejahatan.

[

Wets delicten, yaitu suatu perbuatan yang olch umum atau masyarakat
baru disadari bahwa suatu tindak pidana atau delik, karena Undang-
Undang menyebut sebagai delik. Jadi karena ada Undang-Undang yang
menyvebutnva sebagai delik dan mengancamnya dengan pidana, seperti
memarkir mobil di sebelah kanan jalan dan sebagainya. Delik-delik

Y 21
semacam ini disebut dengan pelanggaran.

T’ Mocljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakana: Rineka Cipta, 1993), him. 71.
R Soesilo, Pokok-Pokak Hhikum Pidana, {Bandung: Karya Nusantara, [984), him. 19,
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B. Pemaafan Keluarga Korban Pembunuhan

Pada dasarnya menurut syariat Islam, adanya pemaalan dan keluarga
korban vang menjadi objek jarimah tidak dapat mengubah sifat Jarimah 1tu
(tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, kecuali
apabila korban. itu dapat menghapus salah satu unsur Jarimah tersebut.
Misalnva dalam jarfmah pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil
harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta itu menyetujui
pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah dan bukan
Jurimal, =

Ketentuan tentang berpengaruhnya pemaafan tersebut berlaku untuk
Jarimalh pembunuhan dan penganiyaan, pengecualian ini discbabkan oleh
karena dalam jarimah pembunuhan dan penganiyaan ada pengaruh maaf dan
korban atau keluarga yang dapat menghapus hukuman gisds atau di}.yar.”

Pernyataan untuk membenkan pengampunan dapat dilakukan secara
lisan ataupun sccara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafad (kata) memaafkan,
membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan :;ﬁlzmag:atirn,ra.24

Adapun alasan pemaafan ini didasarkan pada Al Qur’an surat al

Bagarah ayat 178, yang berbunyi:

e .,_jt *T-lf, L.BJ'I'TL"L'..'T‘LE Yaon u.fq TR
:-'L“‘"kf =, #1302 }.r"-*-t.‘ s a2t e 8 8F el
(VYA :nJ.E.,J*;}

e -

2 Ahmad Wardi Musfich, Penganiar dan ..., hlm. 81-82,
“ thidd, hlm 81-82,

3 Ahmad Wardi Muslich, Hukwm Pidana [stam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 161,
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Mk barangsiagpa yang mendapat suati pema‘afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikudi dengan cuara yang baik, dan
hendaklal (vang diberi ma'af) niembf.f_var (diyyat) kepada yang membert ma'af
dengan cara yang baik ﬁ?m‘q}.".'s

Hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

-
. A3 ";ll,a, Jdy - o d e
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“Telah menceritakan kepada saya {Abu Daud) Musa bin Ismail telah
menceriakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdillah al-Muzaniu, dari
tho hin Abi Maemunah, dari Anas bin Malik la berkata: Sepengetahuan
sava setiap ada perkara gisas dilaporkan kepada Rosidallah SAW, maka
betiau elaln memerintahkan agar dimaafkan”. (HR Abu Daud)

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping
mengougurkan gisas, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman
dnvvar sebagai hukuman pengganti, dimana wali korban berhak memilih gisas
atau iyvar, tanpa menunggu persctujuan pelaku {pﬂmbunuh).ﬂ

Dalam hukum positif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat 1,
51 avat | KUHP dijelaskan bahwa alasan-alasan peniadaan pidana
dikarenakan ada alasan pembenar dan alasan pemeaf (meniadakan
kesalahan)® Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat

melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa

lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Adapun yang termasuk dasar

™ Depag RI, Ai-Qur 'andan Terjemahnya (Semarang: Toba Putra, 1996), hlm. 52.

% Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Dand, Juz IV, (Kairo: Dar al Hadits, 1999), him. 1925.
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukiem Pidana Istam, him, 167,

3 jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), him 203

- T T — —a =
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pecmbenar adalah bela, paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, pﬁrir1t=a|'1jat'ﬁ€l'£ar:.19

Scorang yang melakukan perbuatan misalnya dengan menuntut untuk
membela i:adan, atau membela kesusilaan atau harta benda miliknya atau
orang lain dari suatu serangan yang melawan hukum, yang dihadapi seketika
itu atau di khawatirkan akan menimpa, maka ia tidak di hukum, Inilah yang
discbut daya penghapusan pidana dari kelompok dasar pembenaran, yaitu bela
paksa, ™

Dalam suatu kcadan darurat sescorang sering harus memilih antara dua
kepentingan atau dua kewajiban, vang satu harus dikorbankan untuk
menyelematkan kepentingan pribadi menyelamatkan kepentingan orang lain
dengan  mengorbankan kepentingan pribadi. Apabila kepentingan yang
diselamatkan itu lebih berat dari pada yang dikorbankan, maka perbuatan
tersebut tidak lagi melawan hukum.”!

Sedang alasan pemaal’ adalsh alasan yang bersangkutan dengan
menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan vang dilakukan oleh terdakwa
tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia

tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.**

¥ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Asdi Mahadatsya, 200), hm_ 137

" topo Santoso, Mengeagas Hidwn Pidana Isiam; Penerapan Svariat [slam dalam
Kewrfoks .-‘:slfuch-rm'fcr.v, Cet 11, {(Bandung: asy-Svamil Press & Grafika, 2001), him. 170,

b

" Mocljanto, Asas-asas Hukum . hlm 137,

— e e —— ey W -
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Adapun yang termasuk dasar pemaaf adalah lekurangan atau penyakit
dalam daya pikir, daya paksa (over macht), bela paksa, lampau batas
(noodweerexces), perintah jabatan yang tidak sah.”?

Dalam surat putusan pengadilan dalam perkara pidana biasanya
terdapat hal-hal yang dapat meringankan hukuman, salah satunya yaitu
pemaafan keluarga korban. Pemaafan keluarga korban disini bisa menjadi
pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan

kepada si terdakwa. **

11 Topo Santoso, Menggagas Fukwm ., him, 170,
Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerte,
tangeal  OF Junural 2007




BAB V
ANALISIS TENTANG PEMAAFAN KELUARGA KORBAN

PEMBUNUHAN

. Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam mengenai hukuman yang harus dijatuhkan
terhadap pelaku pidana pembuhan dalam hukum Islam telah diatur dalam

Al Qur’an surat al-Bagarah ayat 178, yang berbunyi:

-

el 2 A AN R g el (S L e G
(YA 2 .. L’S,J{:.‘L. S50
“Heai orang-orang yang berintan, diwajibkan atas kamu gises berkenaan
dengan ovang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan weanita and
Ayvat Al Qurian tersebut di atas. memberikan pengertian yang jelas
bahwa hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan adalah gises, yakni
hukuman vang diberikan terhadap terdakwa setimpal dengan apa vang telah
diperbuatnya, atau dengan kata lain hukuman gusdy adalah hukumarlz balas.
Dengan demikian pada surat al Baqarah ayat 178, hukuman bagi pelaku
pidana pembunuhan dalam Islam adalah hukuman mati (gisés),
Meskipun hukuman gisds adalah hukuman vang seharusnya diterima
oleh pelaku pidana pembunuhan, 1a masih dapat terhindar dari hukuman mati

atau gusddy hal ini sesuai dengan arti dari kelanjutan ayat 178 surat al Bagarah

yang mengharuskan hukuman grsés bagi pelaku pidana,

' Depag RI, 4! Our'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), him_ 52,

71
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“... Maka harang siapa yang mendapatian suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (vang memaafkan) mengikutt dengan cara yang baik, dan
hendakiah (vang diberi maaf) membavar (diyvat) kepada yang memberi maaf
dengan cara vang baik (pula)...”

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa apabila keluarga korban
memberikan pengampunan lerhadap pembunuh, pembunuh tersebut dapat
terhindar dan  hukuman ¢is@y sebagai pengganti dari hukuman gisas
pembunuh tersebut diwajibkan memberikan onovar kepada ahli keluarga
korban. Sedang hukuma diyyar adalah pembayaran sejumlah uang tertentu
vang harus dibayar kepada keluarga korban, apabila keluarga korban
menghendaki  adanya pembayaran diyvar  dan  tidak  inenumtut  tidak
dilaksanakannya hak gigds.’

Dengan demikian, surat al Bagarah ayat 178, menganjurkan adanya
pemaafan dari keluarga korban, dan tidak memaksa dilaksanakannya hukuman
gisds.

Selain berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178 di atas, adanya pemaafan
keluarpan korban juga dianjurkan oleh Nabi SAW, sebagaimana tersebut

dalam haditsnya:

* Al-Bagarah [2]: 178,
* Ahmad Wardi Muslich, Hikum Pidana fslam, hlm. 167.
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“Telalh menceritakan kepada saya (Abudaud) Musa bin fsmail  telah
menceritakan kepada saya Abdullal bin Bakri bin Abdillah al-Muzaniu, Dari

dtho bin Abi Maemunah, Dari Anas bin Malik la berkata: Sepengetahuan
sava setiap ada perkara qisas dilaporkan kepada Rosulalla SAW, maka beliau
sefalie memerintahkan agar dimaafkan”. (H.R Abu Daud).

Mengenai  pemaafan keluarga korban. ketika keluarga korban
memberikan pengampunan kepada pelaku jerimah, maka hukuman gisds
menjadi hapus dan turun ke hukuman Lﬁ_}j’ﬁf.s Kalaupun hukuman pembayaran
diyvai juga dimaafkan oleh keluarga korban, maka bukan berarti tidak ada
hukuman lain yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku jarimah tersebut, atau
dengan kata lain bebas sepenuhnya® Hal ini dikarenakan dalam hukuman
grses 1u terkandung adanya dua hak, yaitu hak Allah (publik) dan hak
manusia (individu), dalam hal ini penguasa sebagai pemegang otoritas
masvarakat (publik) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman ra =i,
dimana hukuman fa'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada

pemerintah atau w/il ‘amri yang dapat berupa hukuman dera seratus kali dan

diasingkan selama satu tahun. Bentuk hukuman fa =i ini merupakan suatu

1 Abi Daud Sulaiman, Sunan A Dand, Juz 1V, (Kaira: Dar al Hadits, 1999), hlm. 1925.

* Wawancara dengan Tope Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
tangeal 25 Januari 2007,

" Topo Santoso, Membunnkan Hukem Pidava Islam, (Jakarta! Gema lnsani, 2003),
hlm 37.
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pendapat dalam kalangan Ulama Malikiyah, sedangkan menurut Jumhur
Ulama. hukuman ta '=fr diserahkan kepada hakim untuk memuluskann}ra.?
Pemberian maaf oleh keluarga korban di sini, dilakukan di luar

peradilan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:
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“Hadis dirnwayarkan dari Muhammad bin Yahya bin Fariz, sanaa amru bin
Jiimaed Do tathah, sanaa asbat, dari Samak bin Harab, dari Humed bin Ukhti
Sofwan dari Sofwan bin Umayyah semoga Allah SWT memberi ridho
kepaedonva, seswigeuhnva Nabi SAW bersubda tatkala i menyuruh potong
tangan  orang yvang mencuri selendangnya, lafu ia  (Sofwan) mintakan
kebebasan baginva (pencurt) — (mengapakah tidak vang denitkian tu sebelum
engkan engkau bawa dia kepadaku?) ™ (HR. Abu Daud)

Dalam pencurian hukumnya adalah faded akan tetapi pencurian ini
masih dimaafkan sebelum datang atau sampai ke hadapan yang berkuasa di
dalam negara ity, dalam hal im hakim atau sebelum dibawa ke peradilan.’
Berkaitan dengan hukuman pembunuhan yang dimaafkan, dimana hukuman
pembunuhan terdapat hukuman haed di dalamnya, schingga kalau hukuman

pembunuhan itu sadah sampai ke peradilan maka tidak lagi dapat dimaafkan

oleh keluarga korban atau dengan kata lain harus dimaatkan di luar peradilan.

T Ahmad Wardi Muslich, Mukum Prefarer fsfam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005}, him, 172,

* Abi Daud, Sunan Abi Daud Jifid 1V, {Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm, 138,

* Tbnu Hajar Asqgolani, Bufugni Maram, (Pekalongan: Maktabah Wamatba'ah, tt),
hlm. 263,
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B. Menurut Hukum Positif
Dalam hukum pidana di Indonesia, hukuman bagi pelaku pembunuhan
adalah hukuman penjara lima belas tahun. Hal ini sesual dengan ketentuan
Pasal 338 KUHP yang berbunyi;

“Harang  stapas dengan  sengeja  menghilungkan nyaewa orang.,  karena

pembunihan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tima

. 10
helas tahun™ -

Hukuman lima belas tahun penjara dalam sistem hukum pidana di
Indonesia merupakan hukuman pokok bagi pelaku pidana pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja. Meskipun demikian, seorang hakim dalam
menentukan hukuman yang akan diberikan pada terdakwa tetap diberi
kebebasan untuk menentukan hukuman maksimal dan minimal. Dalam
kaitannya dengan adanya kebebasan hakim untuk mencntukan hukuman
maksimal dan minimal bagi pelaku pumbunuhan maka harus melihat hal-hal
vang memberatkan dan hal-hal vang menngankan hukuman, schingga apa
vang akan diputuskan tidak merugikan terhadap terdakwa.

Apabila terdapat adanya pemaafan dari keluarga korban terhadap
pelaku pembunuhan tersebut, maka pemaafan dari keluarga korban termasuk
salah satu hal-hal atau sebab yang dapat meringankan hukuman bagi
terdakwa.'" Oleh karena dalam diri pelaku pembunuhan terdapat adanya hal-
hal vang dapat meringankan hukuman baginya yakni yang berupa adanya

pemaatan dan keluarga korban, maka pelaku pembunuhan tersebut dapat

j” R Supandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya Usaha Nasional, 1980), him. 357.
" Wawancara dengan Amsar Simanjuniak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto,
tangeal 05 lanurai 2007




76

dijatuhi hukuman minimum, sedang jenis hukuman minimum tersebut
diserahkan pada hakim untuk menentukannya, Pemaafan dari keluarga korban
berbeda dengan pemaafan olch Undang-Undang dimana pemaafan yang
dimaksud olch Undang-Undang adalah alasan yang menghapuskan kesalahan
terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum, jadi
merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada
kesalahan * Tidak ada kesalahan sebagaimana yang dimaksud di sini
mengandung arti bahwa tindak pidana yarg telah dilakukan dianggap olch
Undang-Undang sebagai suatu tindakan yang dibenarkan oleh Undang-
Undang, vakni suatu tindakan yang memang perlu dilakukan untuk suatu
kepentingan-kepentingan tertentu yang dibolehkan oleh Undang-Undang
untuk mempertahankan diri atau untuk menjalankan tugas sebagai penegak
hukum atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya vang dibolehkan cleh
Undang-Undang,

Hal-hal yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dimaafkan oleh
undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan
pidana yang dilakukan karena adanya dava paksa (over mecchr), pembelaan

terpaksa (noodweer), perintah jabatan.”

Perihal perbuatan-perbuatan yang
diangeap scbagai pidana akan tetapi dimaafkan oleh Undang-Undang telah
diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut dalam pasal-pasalnya :

Tentang daya paksa (over macht) dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP

vang berbunyi:

4
'* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137,
" Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana fslam ..., hlm 170,




77

“Barang swapa berbuat tinduk pidana karena terpuksa oleh swatu kekuasaan
vang tidak dapat dihindarkan ridak dapat dilnkum”., P

Perintah pembelaan terpaksa (noodweer) dijelaskan dalam Pasal 49
ayat | KUHF
“Orang vang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya wntuk
mempertahankan  dirinye  wtan dirt orang lain, ataw  mempertahankan

prikesopanan ataw harta benda kepunyvaannya sendiri atauw kepunyaan orang

lain duri pade serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu
Juga, mak orang itu tidak dapar dipidana”."”

Perihal perintah jabatan dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP
vang berbunyi:
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”."®

Pasal milah yang membedakan antara pemaafan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang lainnya dengan pemaafan

keluarga korban pembunuhan.

VR Sugandhi, KUHP dan Penjelasamiye, bim 54
" thid, him.57.
** Ihied, hlm 69,




BAB V1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengani pemaafan
keluarga korban yaitu sebagai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim
untuk  meringankan hukuman kepada pelaku pembunuhan, bukan untuk
menghapuskan hukuman sama sekali.

Hal yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang
pemaalan keluarga korban dapat dilihat dari segi ketentuan hukum yang diatur
dalam hukum Islam secara tertulis atau tidak tertulis yang mengatur masalah
tersebut. Artinya, ketentuan hukum tentang pemaafan keluarga korban terhadap
pelaku pembunuhan diatur secara tegas, jelas dan tertulis dalam nash al-Qur’an
maupun hadits Nabi. Sedangkan hukum positif tidak mengatur maslah pemaafan
keluarga korban kepada pelaku pembunuhan secara tertulis dalam KUHP,
KUHAP ataupun Undang-Undang lain di luar KUHP dan KUHAP, akan tetapi
hanya merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yang dapat

dijadikan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran-Saran
I. Kepada aparat penegak hukum terutama hakim, hendaklah lebih teliti dalam
memutuskan  perkara, khususnya masalah pidana pembunuhan. Jangan
sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, baik keluarga korban (masyarakat)

maupun si terdakwa atau si pelaku jarimah,
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2. Kepada seluruh lapisan masyarakat, pelajar, khususnya mahasiswa baik
fakultas hukum atau jurusan syari’ah, hendaklah mempelajari Figh Jinayah
atau hukum pidana dengan sungguh-sungguh, sebab banyak sekali sistem
peradilan dalam hukum Kita baik hukum lslam atau hukum posiuf terdapat
kecurangan-kecurangan di dalamnya. Maka sesungpuhnya milah tantangan

kita untuk merubah sistem peradilan yang bersih dari kemunafikan.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan hidayah dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan
program strata satu (S—1) di STAIN Purwokerto. Meskipun segenap pikiran,
tenaga dan materi telah penulis curahkan sepenuhnya, namun harus diakui secara
jujur kalau penelitian ini masih jauh dani kesempurnaan, layaknya sebuah karya
Umiyah, Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan evaluasi dan koreks! dari
semua pihak scbagal proses menuju idealitas. Atas segala kealpaan dan
kekuranezan dalam penelitian int penulis mohon maaf vang sebesar-besarnya.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri
sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya. Dengan harapan bisa
memantaatkan ilmu dan mengamalkannya dan semakin bertambah iman dan

amalan hidup sehari-hari. Amiin.

Purwokerto, 2o Maret 2007

Penulis

MUTTAQIN
NIM. 022640028
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Pedoman Wawanenra

Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pemaalan keluarga korban?
Apakah ada perbedaan pemaatan menurut Undang-Undang dengan pemaafan
menurut keluarga korban pembunuhan?

Apakah pemaafan keluarga korban psmbunuhan dapat meringankan
hukuman?

-

Apakah ada syarat-syarat pemberian pemaafan?

Apakah ada pemaafan keluarga korban diatur menurut Undang-Undang?
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pema’afun keluarga korban
terhadap si terdakwa ?

Apakah arti pema’afan keluarga korban menurut hukum Islam
Apakah ada Syaral-syarat pema’afan keluarga korban terhadap si terdakwa ?

Apakah ada alasan-alasan atau yang mendasari pema’afun keluarga korban bisa
menjadikan ringannya hukuman terhadap si terdekwa 7

Yang Bertugas Responden
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MUTTPAQIN TOPO SANTOSO, S.H, M.,
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I'oto bersama Bapak Topo Santoso, SH, M. H, di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Tanggal 25 Januari 2007 =

“Wawancara dengan Bapak Amsyar Simanjuntak, selaku Hakim di Pengadilan Negeri
Purwokerto, Tanggai 5 Januari 2007




